
WALIKOTA MADIUN 

PERATURAN WALIKOTA MADIUN 

NOMOR 15 TAHUN 2017 

TENTANG 

BIAVA PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA, DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, 

APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI TIDAK TETAP, PEGAWAI SADAN 

LAVANAN UMUM DAERAH DAN BIAVA AKOMODASI DI UNGKUNGAN 

PEMERINTAH KOTA MADIUN 

Menimbang 

WAUKOTA MADIUN, 

a. bahwa guna mendukung kelancaran penyelenggaraan 

pemerintahan dalam rangka penyelesaian pelaksanaan tugas

tugas pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, 

perlu penyedlaan kredit anggaran untuk melaksanakan perjalanan 

dinas sesuai dengan kemampuan keuangan claerah ; 

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, 

maka Peraturan Wallkota Madiun Nomor 36 Tahun 2015 tentang 

tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, 

Pegawai Negeri Sipll, Pegawai Tldak Tetap dan Biaya Akomodasl 

di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dipandang sudah tldak 

sesual lagi dengan situasi dan kondisl pada saat Inf sehingga pertu 

dlgantl dengan mempertlmbangkan kemampuan keuangan 

daerah, asas kepatutan, asas kewajaran dan transparansi ; 

c. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, pertu menetapkan Peraturan Wallkota Madlun 

tentang Blaya Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, 

Dewan Peiwakllan Rakyat Oaerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai 

Tidak Tetap, Pegawai Sadan Layanan Umum Daerah dan Biaya 

Akomodasi di Ungkungan Pemerintah Kota Madlun; 



Mengingat 

Menet.apkan 
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1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara; 

3. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pernerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ; 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan 

Peraturan Perundang-undangan ; 

5. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tent.ang Pernerintahan 

Daerah Sebagaimana telah beberapa k.ali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ; 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Slpil 

Negara; 

7. Peraturan Pemerlntah Nomor 55 Tahun 200S tentang Dana 

Perimbangan ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah ; 

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pernerintah sebagalmana telah beberapa k.ali diubah 

terakhlr dengan Peraturan Preslden Nornor 4 Tahun 2015 ; 

10. Peraturan Menter! Dalarn Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagalmana telah 

beberapa kall dlubah terakhir dengan Peraturan Menter! Dalam 

Negerl Nomor 21 Tahun 2011 ; 

11. Peraturan Menten Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang 

Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai 

Negerl, dan Pegawai Tidak Tetap ; 

12. Peraturan Daerah Kata Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN WAUKOTA MADIUN TENTANG BIAVA 

PERJALANAN OINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA, OPRD, 

APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI TIOAK TETAP, PEGAWAI 

BLUD DAN BIAVA AKOMODASI DI UNGKUNGAN 

PEMERINTAH KOTA MAOIUN. 
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BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. oaerah adalah Kota Madlun. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madlun. 

3. Dewan Perwakllan Rakyat Daerah, yang selanjutnya dlsingkat 

DPRD, adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Madiun. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang seianjutnya 

dlsingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan 

Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetUjui bersama oleh 

Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

5. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara di Ungkungan Pemerintah 

Kota Madiun yang meliputi Waiikota, Wakll Walikota. 

6. Aparatur Slpll Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah 

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kot.a Madiun. 

7. Pegawai Tidak Tetap, yang selanjutnya disingkat PTT, adalah 

pegawal/guru di Ungkungan Pemerintah Kota Madiun yang 

diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas 

pemertntahan dan pembangunan yang bersifat teknis dan 

administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasl 

dalam kerangka sistem kepegawalan, yang tidak berkedudukan 

sebagai Aparatur Slpll Negara dan ditetapkan berdasarkan 

Keputusan Walikota. 

8. Pegawal Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut 

Pegawal BLUD, adalah pegawai di Ungkungan Pemerintah Kot.a 

Madiun yang dlangkat untuk jangka waktu tertentu guna 

meiaksanakan tugas pemerint.ahan dan pembangunan yang 

bersifat teknis dan admlnistrasl sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuan organisasl dalam kerangka slstem kepegawaian, yang 

tidak berkedudukan sebagai Aparatur Sipll Negara dan dltetapkan 

berdasarkan Keputusan kepala Organisasi Perangkat Daerah yang 

melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

Oaerah. 
• 
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9. Pegawal adalah Aparatur Slpll Negara, Pegawai Tidak Tetap, 

Pegawai Sadan Layanan Umum Daerah di Ungkungan Pemerintah 

Kota Madiun. 

10. Masyarakat adalah masyarakat yang terlibat dalam melaksanakan 

program dan kegiatan di Ungkungan Pemerintah Kota Madlun. 

11. Perjalanan Dinas Jabatan, yang selanjutnya disebut Perjalanan 

Dinas, adalah perjalanan dlnas darl ternpat kedudukan ke tempat 

tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula. 

12. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Daerah, yang selanjutnya disebut 

Perjalanan Dinas Dalam Daerah, adalah pel')alanan dinas di dalam 

daerah atau keluar darl tempat kedudukan yang jaraknya tldak 

leblh darl 5 (lima) kilometer dari batas daerah untuk kepentlngan 

dinas dan atas perintah pejabat yang berwenang. 

13. Perjalanan Dlnas Jabatan Keluar Daerah, yang selanjutnya disebut 

Perjalanan Dinas Keluar Daerah, adalah perjalanan dinas keluar 

dart Daerah yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer 

dari batas Daerah untuk kepentlngan dinas dan atas perintah 

pejabat yang berwenang. 

14. Uang harian adalah uang yang diberikan kepada Pejabat Negara, 

Dewan Perwakllan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai 

T1dak Tetap dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah dalam 

rangka menjalankan tugas perjalanan dlnas keluar kota yang 

terdiri dan uang saku, uang makan dan transport lokal kecuall 

Pejabat Negara diberikan uang saku dan uang makan. 

15. Uang akornodasi adalah uang yang dlberikan dalam rangka 

menjalankan tugas daerah yang dibiayal Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kota Madlun yang terdlrl darl transport, uang 

harian dan/atau penglnapan. 

16. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dlhltung terlebih 

dahulu (pre-calculated amaunf) dan dlbayarl<an sekaligus. 

17. Biaya rill adalah biaya yang dikeluarkan sesual dengan bukt1 

pengeluaran yang sah. 

18. Perhitungan rampung adalah perhitungan blaya perjalanan dinas 

yang dihitung sesuai kebutuhan rill berdasarkan ketentuan yang 

berlaku. 

19. Uang representasi adalah tambahan uang saku yang diberlkan 

kepada Pejabat Negara, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretans Daerah, 

Anggota Dewan Perwakllan Rakyat Daerah dan Pejabat Eselon lib. 
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20. Surat Perintah Perjatanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPPD, 

adalah surat pertntah kepada Pejabat Negara, Dewan Perwakllan 

Rakyat Daerah, Aparatur Sipll Negara, Pegawal lldak Tetap dan 

Pegawai Badan Layanan Umum Oaerah untuk melaksanakan 

perJalanan dinas. 

21. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan PD, adalah 

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kata Madiun selaku 

pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. 

22. Tempat kedudukan adalah l'empat Perangkat Daerah berada. 

23. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang 

menandatangani Surat Petintah Perjalanan Dinas. 

24. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadl tujuan 

perJalanan dlnas. 

25. Standar biaya adalah satuan blaya yang ditetapkan sebagal acuan 

perhitungan kebutuhan anggaran dalam RKA SKPD maupun DPA 

SKPD. 

BABU 

RUANG UNGKUP PERJALANAN DINAS 

Pasal 2 

Ruang llngkup dalam Peraturan Wallkota lni mellputl pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban perjalanan dlnas bagi Pejabat Negara, DPRD, 

ASN, PlT, Pegawai BLUD dan Biaya Akomodasi yang dtbebankan pada 

APBD. 

BAB Ill 

PRINSIP PERJALANAN DINAS 

Pasal 3 

Perjalanan dinas dllaksanakan dengan memperhatlkan pnnsip sebagai 

berikut: 

a. setektif, yaltu hanya untuk kepentingan yang sangat tlnggl dan 

prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; 

b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapafan 

kinerja PD ; 



- 6 -

c. efisiensl penggunaan belanJa daerah ; dan 

d. akuntabilltas pemberian perlntah pelaksanaan perjalanan dinas 

dan pembebanan perjalanan dinas. 

BAB IV 

PERJALANAN OINAS JABATAN 

Pasal 4 

(1) Perjalanan dinas terdirl dart : 

a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah ; 

b. Perjalanan Dlnas Keluar Daerah. 

(2) Perjalanan Dinas Dalarn Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a dapat diberikan kepada masyarakat yang terlibat 

dalam melaksanakan program dan keglatan di Ungkungan 

Pemerlntah Daerah. 

(3) Perjalanan Oinas Dalam Daerah sebagaJmana dlmaksud pada 

ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan 

koordlnasi antar PD dan/atau dengan masyarakat dalam rangka 

pelaksanaan tugas yang terkait dengan tugas-tugas PD sesual 

bidang kewenangannya di wilayah daerah. 

(4) Perjalanan Dinas Keluar Daerah sebagalmana dlmaksud pada 

ayat {1) huruf b termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal : 

a. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang 

dladakan diluar tempat kedudukan ; 

b. diharuskan menghadap Majelis Pengujl Kesehatan ASN atau 

menghadap seorang dokter penguJ1 yang dltunjuk yang 

berada di luar kedudukan, untuk mendapatkan surat 

keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan 

jaba@n; 

c. untuk kepentingan pengobatan di luar kedudukan 

berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan .ASN ; 

d. harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan 

berdasarkan keterangan dokter karena mendapat ddera 

pada waktu melakukan tugas atau karena melaksanakan 

tugas; 

e. ditugaskan menglkuti pendidikan dinas di luar tempat 

kedudukan; 
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f. menjemput;mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah 

Pejabat Negara, DPRD, ASN, m, Pegawal BLUD yang 

meninggal dunla dalam melakukan pefJalanan dinas ; 

g. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah 

Pejabat Negara, DPRD, ASN, PTT dan Pegawal BLUD yang 

menlnggal dunia darl tempat kedudukan yang terakhir ke 

kota tempat pemakaman ; 

h. dimintai keterangan sebagal saksl berkaitan dengan 

jabat.annya dan/atau tugas dan fungsinya oleh aparat hukum 

di luar tempat kedudukan. 

Pasal 5 

(1) Pejabat yang berwenang memberikan SPPD untuk kepentlngan 

perjalanan dlnas, dilaksanakan secara berjenJang sesual 

kedudukannya dalam jabatan yaitu Wallkota/Wakil Walikota, 

Sekretaris Daerah, Aslsten dan Pimpinan PO. 

(2) SPPD WaTikota/Wakll Walikota ditandatangani oleh 

Wallkota/Wakll Walikota. 

(3) SPPD Ketua DPRD, Wakll Ketua DPRD atau Anggota DPRD 

dltandatanganl oleh Ketua DPRD. 

(4) Apabila Ketua DPRD karena suatu hal tidak dapat melaksanakan 

tugasnya, maka pejabat yang berwenang menandatangani SPPD 

adalah Wakil Ketua DPRD. 

(5) SPPD Sekretarls Daerah ditandatangani oleh Walikota/Wakil 

Wallkota. 

(6) SPPD Asisten, Staf Ahli dan P1mpinan PD ditandatangani oleh 

Sekretaris Daerah. 

(7) Apabila Sekretaris Daerah karena suatu hal tidak dapat 

melaksanakan tugasnya, maka pejabat yang berwenang 

menandatangan, SPPD adalah Aslsten yang memb1dangl. 

(8) SPPD Kepata Baglan di Ungkungan Sekretariat Daerah 

ditandatanganl oleh Aslsten yang membldangi. 

(9) Apabila Asisten yang membidangl karena suatu hal ttdak dapat 

melaksanakan tugasnya, maka pejabat yang berwenang 

menandatanganl SPPD adalah Sekretarls Daerah atau Aslsten 

yang tidak membldangi. 
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(10) SPPD Sekretaris, Kepala Bldang, Kepala Tata Usaha, Kepala 

Seksl, Kepala Sub Bagian dan Staf d1 lingkungan PO 

ditandatangani oleh Pimpinan PD. 

(11) Kepata Sub Bagian dan Staf di Ungkungan Sel<retariat Oaerah 

dltandatangani oleh Kepala Baglan. 

(12) Apab1la Pimpinan PD karena suatu hal tidak dapat melaksanakan 

tugasnya, maka pejabat yang berwenang menandatanganl SPPD 

adalah Pih/Pit Pimpinan PD. 

Pasal6 

SPPD atas pelaksanaan perjalanan dlnas harus memperoleh 

rekomendasi dari instansi yang menjadl tuJuan pelaksanaan 

perjalanan dinas. 

Pasal 7 

(1) Perjalanan dinas dalam rangka pendidlkan, penataran, kursus 

dan seminar serta lokakarya dalam rangka peningkatan sumber 

daya manusia ASN pada maslng-masing PD sesuai bidang 

kewenangannya harus dllaksanakan secara selektif. 

(2) Blaya perjalanan dlnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

alokasi kredit anggarannya dapat berasal PD yang bersangkutan 

dan/atau dari Badan Kepegawa1an Daerah Kota Madiun. 

BABV 

BIAVA PERJALANAN DINAS 

Bagian Kesatu 

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 

Pasal8 

(1) Perjalanan Dlnas Oalam Oaerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1) huruf a dapat diberikan uang transportasi. 

(2) Uang transportasl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

diberikan kepada Pejabat Negara, DPRD, ASN, PTT, Pegawal 

BLUD dan masyarakat yang terlibat dalam melaksanakan 

program dan keglatan di Ungkungan Pemerintah Daerah. 
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(3) Uang transportasl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

sebagai berlkut : 

a. uang transportasi dalam @ngkc! pengawasan yang dilakukan 

oleh Inspektorat Kata Madiun paling banyak sebesar 

Rp 100.000,00 per hari ; 

b. uang transportasl dalam rangka pelaksanaan pemantauan, 

monitoring, pengawasan pekerjaan lapangan dan sejenlsnya 

oleh PD paling banyak sebesar Rp 75.000,00 per harl ; 

c. uang transportasl pengemudi pada hari llbur dalam rangka 

mewakili kegiatan Walikota sebesar Rp 75.000,00 per hari ; 

d. uang transportasl dalam rangka pelaksanaan rapat/ 

soslalisasi/blmblngan teknls/pendidikan dan latihan dengan 

durasi petaksanaan leblh darl S (tlma) jam paling banyak 

sebesar Rp 75.000,00 per hari ; 

e. uang transportasi dalam rangka pelaksanaan rapat/ 

sosiallsasi/blmblngan teknis/pendidlkan dan latlhan dengan 

durasi pelaksanaan sampai dengan 5 (lima) jam paling 

banyak sebesar Rp 50.000,00 per harl ; 

f. uang transportasi sebagairnana dlmaksud pada huruf d dan 

huruf e untuk waktu pelaksanaan paOng lama 5 (lima) hari ; 

g. uang transportasl sebaga1mana dlmaksud pada huruf d dan 

huruf e untuk waktu pelaksanaan lebih dari 5 (lima) hari 

paling banyak sebesar Rp 50.000,00 per hari ; 

h. uang transportasl selain tersebut sebagaimana dimaksud 

pada huruf a sampai dengan huruf g dapat diberikan paling 

banyak sebesar Rp 50.000,00 ; 

(4) Uang transportasl sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, 

huruf e, huruf f dan huruf g hanya dapat diberlkan oleh PD 

penyelenggara rapat/sosialisas1/blmb1ngan teknis/pendldikan dan 

latihan. 

Bagian Keclua 

Biaya Perjalanan Oinas Keluar Daerah 

Pasal9 

(1) Perjalanan Dinas Keluar Daerah sebagairnana dlrnaksud dalarn 

Pasal 4 ayat (1) huruf b dengan menggunakan kendaraan umurn 

diberikan biaya Perjalanan Dinas Luar Oaerah yang terdirl dari : 

a. uang transportasl ; 
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b. uang harlan ; 

c. biaya penginapan; dan/atau 

d. uang representasl. 

(2) Perjalanan Dinas Keluar Dae@h sebagaimana dlmakSud dalam 

Pasal 4 ayat (1) huruf b dengan menggunakan kendaraan dinas 

dlberlkan biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah yang terdlri dari : 

a. biaya bahan bakar minyak (BBM) ; 

b. uang harian ; 

c. blaya penginapan ; dan/atau 

d. uang representasi. 

(3) Uang harlan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 

huruf b dan ayat (2) huruf b terdln dan : 

a. uang makan ; 

b. uang saku. 

(4) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat {3) huruf f dan huruf g, selarn dlberikan biaya sebagalmana 

dlmaksud pada ayat (1) atau ayat (2) juga diberikan biaya 

menjemput/ mengantar jenazah, terdlrl dari : 

a. blaya pemetian jenazah ; dan 

b. blaya angkutan jenazah. 

Pasal10 

(1) Uang transportasl sebagalmana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 

huruf a meliputi : 

a. perjalanan dinas darl tempat kedudukan sampai tempat 

tujuan keberangkatan clan kepulangan termasuk blaya ke 

terminal bus/staslun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan 

kepulangan ; 

b. retribusi yang dipungut di terminal bus/staslun/bandara/ 

peiabuhan keberangkatan dan kepulangan ; 

c. biaya taksl/sewa kendaraan dalam kota darl terminal bus/ 

staslun/bandara keberangkatan ke tempat tujuan dan 

kepulangan dari tempat tujuan. 

(2) Uang transportasl sebaga1mana dlmaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 

huruf a t:erdiri darl : 

a. transportasl darat ; 

b. transportas1 udara ; 

c. transportasi laut. 
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(3) Transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

a diatur sebagal berikut : 

a. perjalanan dinas Walikota, Wakil Wallkota, DPRD, Pejabat 

Eselon II, Pejabat Eselon Ill, Pejabat Eselon IV, Pejabat 

Eselon V dan ASN Golongan IV, ASN Golongan Ill, ASN 

Golongan II, ASN golongan I, PTT dan Pegawai BLUD 

dlberikan uang transportasi ; 

b. alat transportasi darat yang digunakan dapat berupa kereta 

api, bus, travel dan/atau sewa kendaraan ; 

c. perjalanan dinas yang dilakukan dua orang atau lebih 

dengan tujuan yang sama, apabila menggunakan 

transportasi darat berupa sewa kendaraan atau taksl harus 

memperhitungkan kapasltas penumpang sehingga setlap 

orang tldak diperkenankan memperhitungkan sewa 

kendaraan atau taksi secara sendirl-sendiri ; 

d. perkiraan besaran biaya transportasi darat ditetapkan 

sebagalmana tercantum dalam Lampiran I Peraturan 

Wallkota ini ; 

e. biaya transportasi darat sebagaimana dlmaksud pada huruf d 

dibayarkan secara rlil sesuai bukti pertanggungjawaban 

berdasarkan tarif yang telah dltetapkan dan dapat melebihi 

perkiraan besaran biaya sepanjang sesual dengan kelas yang 

telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada i1uruf a; 

f. biaya transportasl darat sebagaimana dirnaksud pada huruf d 

diberikan paling tinggi 

Lampiran I Peraturan 

pertanggunjawaban tldak 

sebagaimana tercantum dalam 

Walikota lni, apabila buktl 

sesuai dengan kelas yang telah 

dltetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a ; 

(4) Transportasi udara sebagalmana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b diatur sebagai berikut : 

a. perjalanan dinas Wallkota dan Wakll Walikota ke Jakarta, 

Bandung, dan sekitamya serta keluar Pulau Jawa, diberikan 

transportasi udara kelas blsnis ; 

b. perjalanan dinas DPRD, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, 

Pejabat Eselon IV, Pejabat Eselon V, ASN Golongan IV, ASN 

Golongan III, ASN Golongan n, ASN Golongan I, PTT dan 

Pegawai BLUD diberikan transportasl udara kelas ekonom1. 
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c. perkiraan blaya transportasi udara ditetapkan sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran ll Peraturan Wallkota In! ; 

d. biaya transportasl udara sebagaimana dlmaksud pada 

huruf d dibayarkan secara riil sesuai bukti 

pertanggungjawaban berdasarkan kelas yang telah 

ditetapkan dan dapat melebihl perklraan be.saran blaya 

sepanjang sesual dengan kelas yang telah ditetapkan 

sebagaimana dlmaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c ; 

e. blaya transportasi udara sebagaimana dimaksud pada 

huruf d dlberikan paling tinggi sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini, apabila bukti 

pertanggunjawaban tidak sesuai dengan kelas yang telah 

ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, 

dan huruf c. 

(5) Transportasl laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 

dlatur sebagai berikut : 

a. perjalanan dinas Walikota, Wakll Walikota, DPRD, Pejabat 

Eselon II, Pejabat Eselon 111, Pejabat Eselon IV, Pejabat 

Eselon V, ASN Golongan IV, ASN Golongan III, ASN 

Golongan ll, ASN Golongan I, PTT dan Pegawai BLUD 

diberikan transportasi kelas eksekutlf ; 

b. be.saran perklraan biaya transportasi laut sebagalmana 

dlmaksud pada ayat (2) huruf c sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran III Peraturan Walikota lni. 

(6) Biaya taksl/sewa kendaraan dalam kota sebagalmana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c diatur sebagai berikut : 

a. perjalanan dinas Wallkota, Wakll Walikota diberikan blaya 

sewa kendaraan dalam kota ; 

b. b1aya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud 

pada huruf a sebagalmana tercantum dalam Lamplran IX 

Peraturan Wallkota ini ; 

c. biaya sewa kendaraan dalam kota sebagalmana dimaksud 

pada huruf b dibayarkan secara riil sesuai buktl 

pertanggungjawaban ; 

d. b1aya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dlmaksud 

pada huruf b diberlkan paling tinggl sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran IX Peraturan Walikota ini ; 



• 13 • 

e. perjalanan dinas DPRD, Pejabat Eselon 11, Pejabat Eselon rn, 
Pejabat Eselon IV, Pejabat Eselon V, ASN Goiongan lV, ASN 

Golongan m, ASN Golongan II, ASN Golongan I, PTT dan 

Pegawai BLUD diberlkan biaya taks1 pahng banyak. 4 (empat) 

kali dalam 1 (satu) kal1 perjaianan dlnas ; 

f. blaya taksl sebagaimana dimaksud pada huruf e diberikan 

paling banyak 4 (empat) kati ya1tu biaya taks1 keberangkatan 

dari stasiun/terminal menuJu bandara, biaya taksl 

keberangkatan dari staslun/terminal/ bandara keberangkatan 

menuju hotel/lokasi, biaya taksl kepulangan dari hotel/lokasl 

menuju stas,un/terminal/bandara dan biaya taksi kepulangan 

dari bandara menuju staslun/termlnal ; 

g. biaya taksi sebagaimana dimaksud pada huruf e tercantum 

dalam Lampiran VITI Peraturan Wallkota ini ; 

h. biaya taksl sebagaimana dimaksud pada huruf e dtberikan 

secara rill sesuai buktl pertanggungjawaban ; 

I. biaya taksi sebagaimana dlmaksud pada huruf e dlberikan 

paling tinggi tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan 

Walikota lni. 

Pasal 11 

(1) Blaya bahan bakar minyak sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 9 

ayat (2) huruf a dibayarkan sesuai dengan harga rill bahan bakar 

minyak. 

(2) B1aya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dlrealisasi dart kode rekenlng belanja bahan bakar minyak 

dan/atau kode rekenlng belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah 

pada APBD. 

Pasal12 

(1) Perjalanan Dlnas Keluar Daerah yang memakan waktu pergl dan 

pulang kurang dart 2 (dua) jam dengan menggunakan kendaraan 

urnum, diberikan uang harian yang telah dttetapkan 

sebagaimana tercantum dalam t.ampiran IV Peraturan Walikota 

Inf. 
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(2) Perjalanan Dinas Keluar Daerah yang memakan waktu pergl dan 

pulang kurang dari 2 (dua) jam dengan menggunakan kendaraan 

d1nas, diberlkan uang harian yang telah dltetapkan sebagalmana 

tercantum dalam Lampiran N Peraturan Walikota ini. 

(3) Perjalanan Dinas Keluar Daerah yang memakan waktu pergl dan 

pulang leblh dari 2 (dua) jam tetapl kurang dari 1 (satu) hari 

dengan menggunakan kendaraan umum, dibenkan uang 

transportasi dan uang hanan. 

(4) Pel)alanan Dlnas Keluar Daerah yang memal<an waktu pergi dan 

pulang lebih darl 2 (dua) jam tetap1 kurang dari 1 (satu) harl 

dengan menggunakan kendaraan dinas, diberlkan uang harian 

dan biaya bahan bakar minyak. 

(5) Perjalanan Dlnas Ketuar Daerah yang memakan waktu pergi dan 

pulang lebih dari 1 (satu) hari dengan menggunakan kendaraan 

umurn, diberikan uang harian, uang transportast dan biaya 

pengtnapan. 

(6) Perjalanan Dtnas Keluar Daerah yang memakan waktu pergl dan 

pulang lebih darl 1 (satu) harl dengan menggunakan kendaraan 

dlnas, diberikan uang harlan, biaya bahan bakar minyak dan 

biaya penginapan. 

(7) Apabila Perjalanan Dinas Keluar Daerah sebaga1mana dirnaksud 

pada ayat (S) dan ayat (6), penginapan ditanggung oleh panitla, 

maka hanya diberikan uang harlan dan uang transportasl/braya 

bahan bakar minyak. 

(8) Apab11a Perjatanan Dinas Keluar Daerah sebagaimana dlmaksud 

pada ayat (5) dan ayat (6), penginapan dan uang transportasi 

dltanggung oleh panltia, maka hanya diberikan uang harian. 

Pasal 13 

(1) Uang harian dan uang representasl perjalanan dinas jabatan 

dlberikan dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. uang harian diberikan menurut banyak hari yang digunakan 

untuk metaksanakan perjalanan dlnas ; 

b. perhitungan uang harian adalah jumtah hari yang dlgunakan 

untuk melaksanakan perjalanan dinas yang tercantum dalam 

SPPD; 
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c. uang representasl dlberikan menurut banyak hari yang 

digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas ; 

d. perhitungan uang representasi adalah jumlah hari yang 

dlgunakan untuk metaksanakan perjalanan dlnas yang 

tercantum dalam SPPD ; 

e. perjalanan dinas ke Jakarta, Bandung dan sekit.arnya selaln 

dlberikan uang harlan, uang transportasl, dan uang 

representasi juga diberikan uang penglnapan ; 

f. perjalanan dinas ke Jakarta, Bandung dan sekitamya 

diberikan SPPD sesual dengan jumlah hari pelaksanaan 

kegiatan yang tertera dalam undangan/surat kawat dan/atau 

sejenisnya dltambah sekurang-kurangnya 1 (satu) hari ; 

g. perjalanan dinas ke Surabaya dan sekitarnya selaln diberikan 

uang harlan, uang transportasl, dan uang representasi dapat 

dlberikan uang penginapan apabila pelaksanaan acara 

dimulal sebelum jam 09.00 WIB ; 

h. perjalanan dinas ke Surabaya dan sekltarnya dlberlkan SPPD 

sesual dengan jumlah hart pelaksanaan kegiatan yang tertera 

dalam undangan/surat kawat dan/atau sejenisnya ditambah 

1 (satu) hari apabila pelaksanaan acara dimulai sebeium 

1am 09.00 WIB ; 

i. perjalanan dlnas ke Surabaya dan sekitarnya selaln diberlkan 

uang harian, uang transportasi, dan uang represent.as! dapat 

dlberikan uang penginapan apabila pelaksanaan acara selesal 

lebih dari jam 19.00 WIB; 

j. perjalanan dinas ke Surabaya dan sekitarnya diberikan SPPD 

sesuai dengan jumlah hari pelaksanaan keglatan yang tertera 

dalam undangan/surat kawat dan/atau se1enisnya ditambah 

1 (satu) ha.ri apablla pelaksanaan acara selesal leblh dari 

jam 19.00 WIB; 

k. pemberlan SPPD apabila ditambah 1 (satu) hari sebagalmana 

dlmaksud pada huruf h dan j harus didukung dengan bukti 

yang memadal dan dapat dlpertanggungjawabkan ; 

I. selama-lamanya 3 (tiga) harl di tempat penjemputan jenazah 

dan selama-lamanya 3 (tiga) harl di tempat pemakaman 

jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di 

tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang 

bersangkutan untuk Pejabat Negara/Pegawai yang 

menlnggal dunia saat melaksanakan dlnas ; 
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m, selama-lamanya 3 (tlga) hart di tempat pemakaman jenazah 

Pejabat Negara/ Pegawai yang meninggal dan dimakamkan 

tidak di tempat keduduk.an almarhum/almarhumah yang 

bersangkutan. 

(2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dllakukan secara bersama

sama untuk melaksanakan suatu keglatan tertentu, 

penglnapan/hotel untuk seluruh Pejabat Negara, DPRD dan 

Pegawal Pejabat Negara/Pegawai dapat menginap pada 

penglnapan/hotel yang sama, sesuai dengan kelas kamar 

penglnapan/hotel yang telah ditetapk.an oleh masing-masing 

Pejabat Negara, DPRD dan Pegawaf Pejabat Negara/Pegawai, 

Pasal 14 

Besaran uang harlan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 

huruf b dan ayat (2) huruf b sebagalmana tercantum dalam Lampiran 

IV Peraturan Walikota fnl. 

Pasal 15 

(1) Biaya penginapan sebaga1mana dimaksud dalam Pasal 9 

ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dltetapkan sebagalmana 

tercantum dalam Lamp1ran V Peraturan Wallkota inl. 

(2) Pengeluaran biaya penglnapan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c dan ayat (2.) huruf c dibayarkan sesuai dengan 

harga penglnapan. 

(3) Pengeluaran biaya penginapan sebagaimana dlmaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) dapat dlbayarkan sesuai harga penginapan 

dengan model subsidi silang antar pelaksana perjalanan dinas 

sepanjang total biaya penginapan gabungan tidak melampaul 

batas tertinggl sebagaimana tercantum dalam Lampiran V 

Peraturan Walikota inL 

(4) Pengeluaran biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada 

ayat {l) diberikan paling tfnggi sebagaimana tercantum daiam 

Lampiran V Peraturan Walikota lni. 
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(5) Pengeluaran biaya penginapan sebaga1mana dimaksud pada 

ayat (1) yang tidak dapat menunjukkan buktl menginap, 

diberikan biaya penglnapan setinggi-tingginya 30% (tlga puluh 

persen) dari biaya sebagaimana tercantum dalam Lamplran v 
Peraturan Walikota lnl. 

Pasal 16 

Biaya Penglnapan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 

huruf c dan ayat (2) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk 

meng1nap di hotel atau di tempat menginap lalnnya. 

Pasal17 

(1) Perjatanan dinas keluar daerah bagi Watlkota, Waklt Walikota, 

Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota 

DPRD dan Pejabat Eselon II diberikan uang representasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dan Pasal 

9 ayat (2) huruf d. 

(2) Besaran uang representasl sebagalmana dimaksud pada ayat (1) 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Wallkota 

ini. 

Pasal 18 

Besaran biaya pemettan jenazah dan biaya angkutan jenazah 

sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4) tercantum dalam 

Lampiran VII Peraturan Walikota lnl. 

Pasal 19 

(1) Biaya pemetlan jenazah dan biaya angkutan jenazah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ayat (3) dlberikan 

secara riil yang dikeluarkan selama melaksanakan tugas 

perjalanan dlnas. 
(2) Biaya pemetlan jenazah dan biaya angkutan Jenazah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tlnggl 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V11 Peraturan Walikota 

lni. 
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Pasal 20 

(1) Uang harlan sebagalmana dlmaksud dalam Pasa1 9 ayat (1) 

huruf b dan Pasal 9 ayat (2) huruf b dlbayarkan secara lumpsum 

dan merupakan bat.as paling tlnggl. 

(2) Uang represent.atif sebaga1mana dimaksud dalam Pasal 9 

ayat (1) huruf d dan Pasal 9 ayat (2) huruf d dibayarkan sec.ara 

lumpsum dan merupakan batas paling tinggi. 

Pasal 21 

(1) Pegawal yang ditugaskan rnengikuti pendidikan dlnas di luar 

tempat kedudukan sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 4 

ayat (4) huruf e adalah pendldlkan dan pelatihan dengan waktu 

pelaksanaan lebih dari 3 (tlga) harl. 

(2) Pegawai yang ditugaskan menglkutl pendidikan dan pelatlhan 

sebaga1mana dimaksud pada ayat (1) dlberlkan uang harlan 

dengan ketentuan sebagal berlkut : 

a. han pertama sarnpal dengan harl ketiga diberikan uang harlan 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan 

Wallkota lni ; 

b. harl keempat dan seterusnya dlberikan uang harran paling 

banyak 300/.o (tlga puluh persen) dari uang hartan 

sebagafmana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan 

Walikot.a mi. 

(3) Ketentuan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

tidak berlaku untuk Pe1abat Negara dan DPRD. 

Pasal 22 

Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah mengantar/menjemput ke 

tempat pemakarnan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) 

huruf f dan huruf g diberikan paling banyak 6 {enam) orang. 

Pasal 23 

Pejabat Negara, DPRD, ASN, PTT dan pegawal BLUD dilarang 

menerlma blaya perjalanan dinas rangkap (dua kah at.au lebih) untuk 

perjalanan dlnas yang dilakukan dalam walctu yang sama. 
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Pasal 24 

Pegawai yang mempunyai tugas pokok dan fungsl melaksanakan 

akt!vltas dl lapangan tidak berhak atas biaya Perja\anan Oinas Dalam 

Daerah kecuall Inspektorat. 

BAB VI 

AKOMODASI 

Pasal25 

(1) Akomodasl diberlkan dalam rangka menjalankan tugas daerah 

yang dibiayai APBD. 

(2) Akomodasl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlberlkan 

dengan ketentuan sebagai berlkut : 

a. Pejabat Negara di luar lingkungan Pemerlntah Derah ; 

b. lstrl dan/atau suami Pejabat Negara dalam rangka mengikuti 

acara kedinasan Pemerintah Daerah ; 

c. lstrl dan/atau suami Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah 

dalam rangka menglkutl acara kedinasan Pemerlntah 

Daerah; 

d. ASN dl luar lingkungan Pemerintah Daerah ; clan 

e. masyarakat. 

Pasal 26 

(1) Akomodasl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) 

terdiri darl : 

a. uang transportasi ; 

b. uang harian ; dan 

c. blaya penginapan. 

(2) Biaya akomodasi sebagalmana dimaksud pada ayat (l) diatur 

sebagai berlkut : 

a. PeJabat Negara di luar lingkungan Pemenntah Oaerah dapat 

diberikan uang transportasi, uang harian dan biaya 

penginapan dengan fasllitas maksimal sama dengan fasllitas 

Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Daerah ; 
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b. lstri dan/atau suaml PeJabat Negara dalam rangka menglkuti 

acara kedinasan Pemerintah Daerah diberlkan uang 

transportasl dan uang harian ; 

c. lstri dan/atau suami Pimplnan DPRD dan Sekretarls Daerah 

dalam rangka menglkutl acara kedlnasan Pemerintah Daerah 

diberikan uang transportasi dan uang harlan ; 

d. ASN di luar llngkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan 

uang transportasl, uang harlan dan biaya penginapan 

dengan fasllitas maksimal sama dengan fasilitas ASN di 

llngkungan Pemerintah Daerah sesuai golongannya ; 

e. masyarakat dapat diberikan uang transportasl, uang harlan 

dan biaya penginapan dengan fasilitas maksimal sama 

dengan fasllitas ASN golongan I, ASN golongan u, PTT dan 

Pegawal BLUD di lingkungan Pemenntah Daerah. 

BAB VU 

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGlAWABAN 

PERJALANAN DINAS 

Bagian Kesatu 

Perjalanan Dinas Dalam Daerah 

Pasal 27 

(1) Pembayaran pe!Jalanan dlnas dalam daerah dlberikan dalam 

batas pagu anggaran yang tersedla dalam APBD melalui 

mekanisme Uang Persediaan (UP) oleh bendahara pengeluaran. 

(2) Bukti pertanggungjawaban transportasi sebaga,mana dimaksud 

dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdirl dari : 

a. surat perintah tugas dari Inspektur dan ditandatangani serta 

diStempel oleh PD yang dikun1ungi ; dan 

b. daftar penerimaan transportasl. 

(3) Bukti pertanggungjawaban transportasl sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf h terdiri dan : 

a. surat perintah tugas dari Kepala PD/dasar pemberian surat 

perintah tugas ; dan 

b. daftar penerlmaan transportas1. 

(4) Bukti pertanggungjawaban transportasl sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf g terdlrl darl : 

a. daft.a_r hadir ; dan 

b. daftar penerimaan transportasi. 
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Pasal 28 

Bentuk surat perintah tugas dan daftar penerimaan transportasi, 

daftar hadir dan daftar nominatif penerimaan transportasi 

sebagaimana tercantum dalam Lamplran X Peraturan Walikota lnl. 

Bagian Kedua 

Perjalanan Dinas Keluar Daerah 

Pasaf 29 

(1) Pembayaran perjalanan dlnas keluar daerah diberikan dalam 

batas pagu anggaran yang tersedla dalam APBD melalul 

mekanlsme uang persediaan dan/atau mekanisme pembayaran 

langsung berdasarkan perhitungan rampung. 

(2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme 

pembayaran langsw1g difakukan melalui : 

a. perikatan dengan penyedla jasa ; 

b. bendahara pengeluaran ; atau 

c. pelaksana perjalanan dlnas. 

(3) Perjalanan dlnas jabatan yang dilakukan melalul perikatan dengan 

penyedla jasa sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) huruf a 

mellputl : 

a. perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas 

dan fungsi yang melekat pada jabatan ; dan 

b. perjalanan dlnas jabatan dalam rangka mengikuti rapat, 

seminar, kunjungan kerja, stud1 banding dan sejenisnya. 

(4) Penyedia Jasa untuk perJcllanan dinas dapat berupa ev.ent 

organizer, blro jasa perjafanan, perusahaan jasa transportasi, 

dan perusahaan jasa pert,otelan/penginapan. 

(5) Penet:apan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengaclaan 

barang/jasa pemerintah. 

(6) Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan 

dengan perlkatan meliputi biaya transportasi termasuk 

pembeUan/pengadaan tiket dan/atau blaya penginapan. 
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(7) Kontrak/perjanjlan dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 

1 (satu) paket keglatan atau untuk kebutuhan penode tertentu. 

(8) Nilal satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan 

meleblhl tarif tiket resmi yang dlkeluarkan oleh perusahaan jasa 

transportasl atau tarif penginapan/hotel resm1 yang dikeluarl<an 

oleh penyedla jasa penginapan/hotel. 

(9) Pembayaran biaya perJalanan dlnas kepada penyedla jasa 

didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan 

sebagaimana dratur dalam kontrak/perjanjian. 

Pasal 30 

Bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas keluar Daerah 

sebagaunana dimaksud dalam Pasal 9 terdirl darl : 

a. dasar penugasan ; 

b. surat pertntah tugas dart pejabat yang berwenang ; 

c. SPPD yang dltandatangani dan di stempel oleh tnstansl yang 

dikunjungi ; 

d. daftar penerimaan uang harian dan/atau uang representasi ; 

e. bukti penginapan ; 

f. buktl tlket transportasi, bukti biaya taksl, buktl biaya sewa 

kendaraan beserta biaya-b1aya yang melekat ; 

g. bukti pembellan BBM i 

h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Daftar Pengeluaran Rlil 

apabila pelaksana perjalanan dinas tldak dapat menunjukkan 

buktl-buktl pengeluaran sebagai penggantr bukti transportasi lokal 

sepertl taksl, ojek, sewa kendaraan dan alat angkutan lalnnya. 

Pasal 31 

Bentuk surat perintah tugas, SPPD, daftar penerlmaan uang dan SPTM 

Daftar Pengeluaran sebagatmana dimaksud dalam Pasal 30 tercantum 

dalam Lamptran XI Peraturan Walikota ini. 
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Bagian Ketiga 

Akomodasi 

Pasal 32 

Buktl pertanggungjawaban akomodasl sebagaimana dlmaksud dalam 

Pasal 25 adalah : 

a. dasar penugasan; 

b. surat perintah tugas dart pejabat yang berwenang ; 

c. daftar penenmaan uang harian dan uang representasl ; 

d. buktl penglnapan ; dan 

e. til<et transportasl, sewa kendaraan beserta biaya-biaya yang 

melekat. 

Pasal 33 

Bentuk surat perintah tugas dan daftar penerimaan uang akomodas, 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Walikota lnl. 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal34 

Pada saat Peraturan Walikota lnl mulai berlaku, maka : 

1. Peraturan Walikota Madiun Nomor 36 Tahun 2015 tent:ang Blaya 

Perjalanan Dlnas Jabatan Bag, Pejabat Negara, Pegawal Negeri 

Sipil, Pegawal Tidak Tet:ap dan Biaya Akomodasl di Ungkungan 

Pemelint.ah Kota Madiun ; 

2. Ketentuan yang mengatur mengenal besaran b1aya/honorarlum 

sebagalmana dlatur dalam Peraturan Wallkota Madiun Nomor 6 

Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum dan St:andar Biaya 

Khusus di Ungkungan Pemerlntah Kota Madlun Tahun Anggaran 

2017; 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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PasalII 

Peraturan Walikota ini mulai ber1aku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahulnya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Madiun. 

Diundangkan di M A D I U N 

pada tanggal 31 Juli 2017 

SEKRETARIS DAERAH, 

ttd 

Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19610512 198803 1 010 

SERITA DAERAH KOTA MADIUN 

TAHUN 2017 NOMOR J 7/G 

Ditetapkan di M A D I U N 

pada tanggal 31 J uli 2017 

WAKIL WAUKOTA MADIUN, 

ttd 

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum. 
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lAMPrRAN I . PERATURAN WAUKOTA MADIUN 
NOMOR l l> TAHUN 2017 
TANGGAL : 24 Juli 2017 

BATAS MAKSIMAL BESARAN BIAVA TRANSpORTASI DARAT PULANG PERGI 

TARIF 

EKSEKUTIF 
NO TEMPAT TUJUAN 

Pajabat Negara, Es n, m, 
IV, v, Gol rv, III, II, I, PTT, 

dan Ponawal BLUD 

1 2 3 

A Provins! Jawa Timur 

1 Ngaw1 200.000 

2 Magetan 200.000 

3 Madiun 200.000 

4 Ponorogo 200.000 

5 Pacitan 400.000 

6 Nganjuk 300.000 

7 Trenggalek 300.000 

8 Tulungagung 300.000 

9 Kedlri 300.000 

10 Bntar 300.000 

11 Jombang 1.000.000 

12 Mojokerto 1.000.000 

13 Bojonegoro 1.000.000 

14 Tuban 1.000.000 

15 Lamongan 1.000.000 

16 Greslk 1.000.000 

17 Surabaya 1.000.000 

18 Sidoal")O 1.000.000 

19 Pasuruan 1.000.000 

20 Malang 900.000 

21 Batu 900.000 

22 Lumajang 900.000 

23 Jember l.500.000 

24 Situbondo 1.500.000 

25 Bondowoso 1-.500.000 

26 Probollnggo 1,500.000 

27 Banyuwang1 l.500.000 

28 sampang 900.000 

29 Bangkalan 900.000 

30 Pamekasan 900.000 

31 Sumenep 900.000 



- 2 -

1 2 3 

B Provinsl Jawa Tengah 

1 Sragen 1.000.000 

2 Wonoglrl 1.000.000 

3 Solo 1.000.000 
4 l(aranganyar l.000.000 

5 Boyolall l.000.000 

6 Temanggung 1.000.000 

7 Wonosobo 1.000.000 

8 Klaten 1.000.000 

9 Magelang 1.000.000 

10 Purworejo 1.000.000 

11 Rembang 1.000.000 

12 Kebumen 1.000.000 

13 Pemalang 1.000.000 

14 Semarang 1.000.000 

15 Blora 1.000.000 

16 Patl 1.000.000 

17 Kendal 1.000.000 

18 Kudus 1.000.000 

19 Demak 1.000.000 

20 Jepara .1.000.000 

21 Grobogan 1.000.000 

22 Pekalongan 1.000.000 

23 Tega! 1.000.000 

24 Brebes 1.000.000 

25 Olacap 1.000.000 

26 Batang l .000.000 

27 Banyumas 1.000.000 

28 BanJarnegara 1.000.000 

29 Purbalingga 1.000.000 

C Provinsi DI Yogyakarta 

1 Yogyakarr.a l .000.000 

2 Sleman 1.000.000 

3 Kulon Progo 1.000.000 

4 Gunung Kidul 1.000.000 

5 Bantu! 1.000.000 

D Provinsi Jawa Barat 

1 rndramayu 1.300.000 

2 Orebon 1.300.000 

3 Karawang 1.300.000 
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1 2 3 

4 Kumngan 1.300.000 

s Majalengka 1.300.000 

6 Purwakarta 1.300.000 

7 Subang 1.300.000 

8 Ciamis 1.300.000 

9 Tas1kmalaya 1.300.000 

10 Cimahi 1.300.000 

11 Bandung 1.300.000 

12 Sumedang 1.300.000 

13 Sukabumi 1.300.000 

14 Garut 1.300.000 

15 Cianjur 1.300.000 

16 Bekasl 1.300.000 

17 Bogor 1.300.000 

18 Depak 1.300.000 

E Provinsi Banten 

1 Lebak 1.300.000 

2 Pandeglang 1.300.000 

3 Serang 1.300.000 

4 Tangerang . 
1.300.000 

s Cilegon 1.300.000 

F Provinsi OKI Jakarta 

Jakarta 1.300.000 
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LAMPIRAN 11 PERATURAN WALIKOTA MADIUN 
NOMOR 1.5 TAHUN 2017 
TANGGAL : 24 Juli 2017 

SATUAN BIAVA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PP) 

NO 
KOTA SATUAN BIAVA TIKET 

ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI 
1 2 3 4 5 
1 JAKARTA AMBON 13.285.000 7.081.000 
2 JAKARTA BAUKPAPAN 7.412.000 3,797.000 
3 JAKARTA BANDAACEH 7.519.000 4.492.000 
4 JAKARTA BANDAR LAMPUNG 2.407.000 1.583.000 
5 JAKARTA BANJARMASIN 5.252.000 2.995.000 
6 JAKARTA BATAM 4.867.000 2.888.000 
7 JAKARTA BENGKULU 4.364.000 7.519.000 
8 JAKARTA BIAK 14.065.000 3.262.000 
9 JAKARTA DENPASAR 5.305.000 J.262.000 
10 JAKARTA GORONTALO 7.231.000 4,824.000 
11 JAKARTA JAMB! 4.065.000 2.460.000 
12 JAKARTA JAYAPURA 14.568.000 8.193.000 
13 JAKARTA JOGYAKARTA 4.107.000 2.268.000 
J.j JAKARTA KENDARl 7.658.000 4.182.000 
15 JAKARTA KUPANG 9.413.000 5.081.000 
16 JAKARTA MAKASAR 7.444.000 J.829.000 
17 JAKARTA MAlANG -1.599.000 2.695.000 
18 JAKARTA MAMUJU 7.295.000 4.867.000 
19 JAKARTA MANADO 10.824.000 5.102.000 
20 JAKARTA MANOKWARl 16.226.000 10.824.000 
21 JAKARTA MATARAM 5.316.000 J.230.000 
22 JAKARTA MEDAN 7.252.000 3.808.000 
23 JAKARTA PADANG 5.530.000 2.952.000 
24 JAKARTA PALANGKARAYA 4.984.000 2.984.000 

25 JAKARTA PALEMBANG 3.861.000 2.268.000 

26 JAKARTA PALU 9.348.000 5.113.000 

27 JAKARTA PANGKAL PINANG 3.412.000 2.139.000 

28 JAKARTA PEKANBARU 5.583.000 3.016.000 

29 JAKARTA PONTIANAK 4.353.000 2.781.000 

30 JAKARTA SEMARANG 3.861.000 2.182.000 

31 JAKARTA SOLO 3.861.000 2.342.000 

32 JAKARTA SURABAYA 5.466.000 2.674.000 

33 JAKARTA TERNATE 10.001.000 6.664.000 

34 JAKARTA TIMIKA 13.830.000 7.487.000 

35 AMBON DENPASAR 8.054.000 4.471.000 

36 AMBON JAYAPURA 7.434.000 4.161.000 

37 AMBON KENDAR1 4.824.000 2.856.000 

38 AMBON MAKASAR 6.022.000 3.455.000 

39 AMBON MANOKWARI 5.177.000 3.027.000 

40 AMBON PALU 6.140.000 3.508.000 

41 AMBON SORONG 3.637.000 2.257.000 

42 AMBON SURABAYA 8.803.000 4.845.000 

43 AMBON TERNATE -1.022.000 2.449.000 

44 BAUKPAPAN BANDA ACEH 12.739.000 6.749.000 

45 BAW<PAPAN BATAM 10.354.000 5.305.000 

46 BAUKPAPAN OENPASAR 10.739.000 5.648.000 

47 BAllKPAPAN JAYAPURA 19.071.000 10.086.000 
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1 2 3 4 5 

48 BAUKPAPAN JOGYAKARTA 9.669.000 4.749.000 

49 BALJXPAPAN MAKASAR 12.664.000 6.150.000 

50 BALIKPAPAN MANAOO 15.702.000 7.295.000 

51 SAUKPAPAN MEDAN 12.493.000 6.140.000 
52 BAUKPAPAN PADANG 10.942.000 5.369.000 
53 BAUKPAPAN PALEMBANG 9.'1'15.000 4,749.000 
54 BAUKPAPAN PEKANBARU 10.996.000 5.423.000 
55 BAUKPAPAN SEMARANG 9.445.000 4.674.000 
56 BAUKPAPAN SOLO 9.445.000 4.813.000 
57 BALIKPAPAN SURABAYA 10.889.000 5.113.000 
58 BAUKPAPAN TIMIKA 18.408.000 9.445.000 
59 BANDAACEH DENPASAR 10.835.000 6.279.000 
60 BANDA ACEH JAYAPURA 19.167.000 10.717.000 
61 BANDAACEH JOGYAKARTA 9.765.000 5.380.000 
62 BANDA ACEH MAKASAR 12.760.000 6.781.000 
63 BANDAACEH MANAOO 15.798.000 7.926.000 
64 BANDAACEH PONTIANAK 9.990.000 5.840.000 
65 BANDAACEH SEMARANG 9.530.000 5.305.000 
66 BANDAACEH SOLO 9.530.000 5.444.000 
67 BANDAACEH SURABAYA 10.985.000 5.744.000 
68 BANDAACEH TIMIKA 18.504.000 10.076.000 
69 BANDAR LAMPUNG BAUKPAPAN 8.129.000 4.129.000 
70 BANDAR LAMPUNG BANDA ACE.H 8.225.000 4.760.000 
71 BANDAR LAMPUNG BANJARMASIN 6.193.000 3.412.000 
72 BANDAR LAMPUNG BATAM 5.840.000 3.316.000 
73 BANDAR LAMPUNG BlAK 14.119.000 7.487.000 
74 BANDAR LAMPUNG DENPASAR 6.236.000 3.647.000 

75 BANDAR LAMPUNG JAYAPURA 14568.000 8.097.000 
76 BANDAR LAMPUNG JOGYAKARTA 5.155.000 2.760.000 
77 BANDAR LAMPUNG KENDARl 8.354.000 4.482.000 
78 BANDAR LAMPUNG MAKASAR 8.161.000 4.161.000 

79 BANDAR LAMPUNG MAI.ANG 5594.000 3.134.000 

80 BANDAR LAMPUNG MANAOO 11.199.000 5.305.000 

81 BANDAR LAMPUNG MATARAM 6.246.000 3.626.000 

82 BANDAR LAMPUNG MEDAN 7.979.000 4.150.000 

83 BANDAR LAMPUNG PADANG 6.439.000 3.380.000 

84 BANDAR LAMPUNG PALANGKAAA YA 5.947.000 3.401.000 

85 BANDAR LAMPUNG PALEMBANG 4.931.000 2.760.000 

86 BANDAR LAMPUNG PEKANBARU 6.482.000 3.433.000 

87 BANDAR 1.AMPUNG PONTIANAK 5.380.000 3.220.000 

88 BANDAR LAMPUNG SEMARANG 4.931.000 2.685.000 

89 BANDAR LAMPUNG SOLO 4.931.000 2.824.000 

90 BANDAR LAMPUNG SURABAYA 6.386.000 3.123.000 

91 BANDAR LAMPUNG TIMIKA 13.905.000 7.455.000 

92 BANDUNG BATAM 6.289.000 3.583.000 

93 BANDUNG DENPASAR 5.626.000 3.252.000 

94 BANDUNG JAKARTA 2.064.000 1.476.000 

95 BANDUNG JAMB! 5.006.000 2.9•11.000 

96 BANDUNG JOGYAKARTA 3.369.000 2.129.000 

97 BANDUNG PADANG 6.129.000 3.508.000 

98 BANDUNG PALEMBANG 4.385.000 2.631.000 

99 BANDUNG PANGKAL PINANG 4.599.000 2.738.000 

100 BANDUNG PEKANBARU 6.525.000 3.701.000 

101 BANDUNG SEMARANG 3.027.000 1.957.000 

102 BANDUNG SOLO 3.647.000 2.268.000 

103 BANDUNG SURABAYA 4.824.000 2.856.000 
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104 BANDUNG TANJUNG PANDAN 4.439.000 2.663.000 
105 BANJARMASIN BANDA ACEH 10.792.000 6.022.000 
106 BANJARMASIN BATAM 8.407.000 4.578.000 
107 BANJARMASfN BIAK 16.686.000 8.749.000 
108 BANJARMASfN DENPASAR 8.792.000 4.920.000 
109 BANJARMASJN JAYAPURA 17.135.000 9.359.000 
110 BANJARMASIN JOGYAKARTA 7.723.000 4.022.000 
111 BANJARMASIN MEDAN 10.546.000 5.412.000 
112 BANJARMASIN PADANG 9.006.000 4.642.000 
ll3 BANJARMASIN PALEMBANG 7,498.000 4.022.000 
114 BANJARMASJN PEKANBARU 9.049.000 '1.696.000 
115 BANJARMASIN SEMARANG 7.498.000 3.958.000 
116 BANJARMASJN SOLO 7.498.000 4.097.000 
117 BANJARMASIN SURABAYA 8.942.000 4.385.000 
118 BANJARMASIN TIMIKA 16.4n.ooo 8.717.000 
119 BATAM BANDAACEH 10.439.000 S.936.000 
120 BATAM DENPASAR 8.450.000 4.824.000 
121 BATAM JAYAPURA 16,782.000 9.263.000 
122 BATAM JOGYAKARTA 7.370.000 3.936.000 
123 BATAM MAK.ASAR 10.375.000 S.337.000 
124 BATAM MANAOO 13.413.000 6.482.000 
125 BATAM MEDAN 10.193.000 5.316.000 
126 BATAM PADANG 8.653.000 4.546.000 
127 BATAM PALEMBANG 7.145.000 3.936.000 
128 BATAM PEKANBARU 8.707.000 4.599.000 
129 BATAM PONTIANAK 7.594.000 4.396.000 
130 BATAM SEMARANG 7.145.000 3.861.000 
131 BATAM SOLO 7.145.000 4.000.000 
132 BATAM SURABAYA 8.600.000 4.300.000 
133 BATAM TIMIKA 16.119.000 8.621.000 
134 BENGKULU PALEMBANG 2.899.000 1.893.000 
135 BIAK BALIKPAPAN 18.622.000 9.<177.000 
136 BlAK BANOAACEH 18.718.000 10.108.000 
JJ7 BIAK BATAM 16.333.000 8.664.000 
138 BIAK OENPASAR 16.729.000 8.995.000 
139 BIAK JAYAPURA 3.615.000 2.321.000 
140 BIAK JOGJAKARTA 15.648.000 8.108.000 
141 BIAK MANADO 11.734.000 6.353.000 
142 BIAK MEDAN 18.472.000 9.498.000 
143 B!AK PADANG 16.932.000 8.728.000 
144 BIAK PALEMBANG 15.424.000 8.108.000 
145 BJAK PEKANBARU 16.985.000 8.381.000 
146 BIAK PONTIANAK 15.873.000 8.568.000 

147 BlAK SURABAYA 12.782.000 7.081.000 
148 BIAK TIMIKA 5.808.000 3.444.000 

149 DENPASAR JAYAPURA LJ.680.000 6.84S.OOO 

150 DENPASAR KUPANG 5.091.000 2.952.000 

151 DENPASAR MAKASSAR 4.182.000 2.631.000 

152 DENPASAR MANADO 7.851.000 4,278.000 

153 DENPASAR MATARAM 1.840.000 1.390.000 

154 DENPASAR MEDAN 10.589.000 S.658.000 

155 DENPASAR PADANG 9.049.000 4.888.000 

156 DENPASAR PALANGKARAYA 8.557.000 4.909.000 

157 DENPASAR PALEMBANG 7.541.000 4.278.000 

158 DENPASAR PEKANBARU 9.092.000 4.942.000 

159 DENPASAR PONTIANAK 7.990.000 4.738.000 
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160 DENPASAR TIMIKA 10.140.000 6.129.000 

161 JAMB! BALJKPAPAN 7.733.000 4.407.000 

162 JAMB! BANJARMASIN 7.690.000 4.193.000 

163 JAMB! DENPASAR 7.733.000 4.439.000 

164 JAMBJ JOGJAKARTA 6.653.000 3.551.000 
165 JAMB! KUPANG 11.434.000 6.075.000 
166 JAMB! MAKASSAR 9.659.000 4.952.000 
167 JAMB] MAlANG 7.091.000 3.925.000 
168 JAMB! MANADO 12.707.000 6.097.000 
169 JAMB! PALANGKARAYA 7.444.000 4.193.000 
170 JAMBJ POtffIANAK 6.878.000 4.011.000 
171 JAMB! SEMARANG 6.428.000 3.476.000 
172 JAMBJ SOLO 6.428.000 3.615.000 
173 JAMB! SURABAYA 7.883.000 3.915.000 
174 JAYAPURA JOGJAKARTA 13.274.000 7.690.000 

WAKIL WAUKOTA MADIUN, 

ttd 

H. SUGENG RlSMIYANTO, SH, M.Hum. 



LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA MADIUN 
NOMOR TAHUN 2017 
TANGGAL 

BIAVA TRANSPORTASl LAUT 

NO Jabatan Kelas Biaya Angkutan 

1 2 3 4 

1 Wallkota Eksekutif tarif sesuai kenyataan 

2 Wakil Walikota Eksekutif tarif sesuai kenyataan 

3 Sekretaris Daerah/Ketua DPRD Eksekutif tarlf sesuai kenyataan 

4 Eselon II b Eksekutif tarif sesuai kenyataan 

s Wakil Ketua / Anggota DPRD Eksekutif tarif sesuai kenyataan 

6 Eselon Ill, IV, V dan Golongan IV Eksekutif tarlf sesuai kenyataan 

7 Staf Golongan 111, II, 1 dan Pegawal Tidak Tetap Bisnls tarif sesuai kenyataan 

WAKIL WAUKOTA MADlUN, 
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NO TEMPATTUJUAN Pc,Ja.bllt Neg.an1 

Wllllllota 
Wiatrll 

WolTkobl 

I 2 3 • .. Pr<t¥frud nw. Tlmur 

I l'9•wl 550.000 434,000 

l MOQ<DO 550000 ,;a., 000 

3 Ponorogo 550.000 i84.000 

◄ Madjun 550.000 48-0.000 

5 "91nJulc SS0.000 '4H 000 

5 Ptcittn l ?$0.000 l.100.O00 

7 tr~ 1 250.000 Ll00.000 

a T"11JnQIIQUng 1.250 000 U00.000 

9 Ked:1rl I 250 000 I 100.000 

10 Bojooeg..,, 1250.000 l.100000 

11 m,c,,,, l.lS0.000 1100 000 

u 611b.r I 250000 I 100,000 

u IJ..,.,..nq I ?S0.000 I 100 000 

14 HoJOIC«1'> 1 250.000 Ll00.000 

lS L,rnonqan 1.250.000 1.100.000 

16 GtQ I 250 000 1.100000 

17 Surat»-,. 1.250.000 1.100000 

18 5/dOll]O l 250.000 LI00 000 

!9 Puuruan 1.lS0.O00 1100 .000 

21) ►taJ11ng L 250 000 J, ll)0.000 

21 Batu I 250.000 1 lD0.000 

ll Lum.l)aflO I S00.000 1.320000 

23 -· l,500,000 I 320 000 

2• Situ- 1,500.000 1 320,000 

25 Bondowo1o J.500.000 1320.000 

26 ProboltOQl/0 I 500,000 I 320.000 

V Dl!'l)'UWllllQI I 500.000 1.320.000 

28 Samoong I S00 000 1.320 000 

2'J B>ngb,._ I 500.000 1.320.000 

30 P-,1met,s,1m 1,500,000 1.320 000 

JI St.imenep I 500.000 U20000 

8 P'NWlnsl J:aw1 Tenoah 

I s,_ 750000 660.000 

2 WOnog,11 750000 660.000 

3 SOio 750 000 660 000 

~ Klrif)fµlfYY:ill 750 000 660 000 

s BoyolalJ 750.1)00 660 000 

6 Tcm>OQl,IU09 1250 000 1100 000 

7 - 1.-250.000 I 100.000 

a ,o,rer, 750.000 660000 

9 M•CJ<'•"9 US0.000 1.100.000 

ll) """""•JO 1250 000 1.100.000 

II 11,,mbonq 1 .250.000 l.100000 

ll l<d,"""'" I 251) 000 1,100.000 

I) PcrNI-MQ 1.150 000 1.100 000 

I◄ Sc:1n1rm;i LZS0.000 1100 000 

1.5 Blan, 1.250 000 1100.000 

16 Poij 1,250.000 I 100.000 

17 Kcnat l.250000 I 100 000 

18 l(udus 1,500 000 l ,320 000 

Ill °"""'' I 500,000 1.320.000 

lO kpMI J.500,000 J.320.000 

tAMPIRAN IV ; PERATURAN WALll<OTA MADIUN 
NOMOR 15 TAHLIN 2017 
TANGGAL : 2 4 J u 1 i 2 0 1 7 

BESARAN UANG HARIAN 

UAHCJHARJA.H 

Pojobat st•tturol Ce.et°") St»t /G<>l 

11• Ob Ill rv d11n v ll,LPTT 

"' lll 
danGTT 

5 16 7 • 9 10 u 

"4<) 000 396.000 352.000 308.000 ?6'1.000 26'\j)Q() 220.000 

+IO 000 396000 352.000 308.000 264 000 2$4 000 220000 

-.000 396.000 352.000 308 000 264.000 2&1.000 220.000 

+10000 396,000 352.J)OO 308.000 264,000 264000 220,000 

440.000 396000 351..000 l08 000 26'1000 i~ooo 220.000 

l.000.000 900000 800.000 700 000 600.000 600.000 500.000 

1,000,000 900000 l!00.000 700.000 600 000 600.000 500.000 

1,000 000 900 000 800 000 700 000 600.000 600.000 500.000 

I 000,000 900000 llOO 000 700 000 600 000 600 000 500.000 

J 000.000 900 000 800 000 700 000 600 000 600000 500 000 

I 000 000 900.000 800 000 700.000 600.000 600.000 500 000 

1.000.000 900.000 aoo ooo 700,000 600 000 600.000 500 000 

I 000.000 900.000 800 000 700 000 600 000 600,000 500,000 

1000.000 9Q0000 800,000 700 000 641<) 000 600,000 500.000 

1.000 000 900.000 800 000 700000 600 000 600,000 500.000 

1.000 000 900000 800.000 700.000 600.000 600.000 500.000 

1.000.000 900.000 800.DOO 700.000 600000 600.000 500.000 

1,000.000 900.000 800 000 700000 600.000 600.000 500.000 

1,000 000 900.000 800 000 700 000 500.000 600,000 500.000 

1.000.000 900 000 800 000 700,000 600 000 600.000 500 000 

1,000 000 900 000 800 000 700000 600.000 600.000 500 000 

l.100 000 I 000,000 91ia.OOO 840,000 72ll.000 7:lll.llOO 600 000 

J.100000 LOSO 000 960 000 840.000 noooo no.ooo 600.000 

1.200 000 1.DOI0.000 960 000 840000 no.ooo no.ooo 600000 

1.z00.ooo 1.oao.000 960 000 640,000 120 000 no.ooo 600000 

I 200.000 1 080 000 9eo,OOO 840000 no.ooo 720.000 600 000 

U.00.000 '·*·000 960 000 840000 720.000 720.000 600.000 

l.Z00.000 1 050.000 960.000 840 000 no.coo n.o.ooo 600.000 

1.200.000 1.oa.o.000 960 000 840000 no,ooo no.ooo 500 000 

l ZOO 000 1 0810.000 960.000 840.000 720.000 7:?Q.000 600000 

I 200.000 1,0810.000 960.000 8'10000 no.000 720.000 600000 

600.000 540.000 "180000 421).000 J60 000 360.000 300 000 

500 000 540.000 .00.000 ➔lO 000 360 000 350 000 300 000 

500 000 540,000 ..ao.ooo <20.000 360 000 360 000 300 000 

500.000 S40 000 480 000 •w000 J60 ,000 ]l',O 000 300.000 

600 000 540,000 450000 4:!!l ,000 360.000 le0,000 300,000 

1 000.000 900.000 800000 700.000 600000 600 OQO 500 000 

1.000,000 900.000 aoo.000 700.000 600.000 600.000 500000 

600.000 S<f0,000 -ao.ooo ◄:l0.000 '60 000 36().000 l<l0.000 

1.000.000 100.000 800.000 700.000 600..000 600..000 50Q.000 

1.000.000 900,000 800 000 700000 64!0.000 64!0.000 500.000 

I 000 000 900.000 800.000 700 000 600 000 ll00.000 500.000 

1.000.000 900 000 800.000 700000 500.000 600 000 500 000 

t 000..000 900 000 500.000 700 000 600 000 600 000 500.000 

l 000.000 900 000 800.000 700 000 600.000 600.000 500 000 

LOOO 000 900 000 800000 roo ooo 600 000 600000 S00.000 

1.000.000 900 000 800.000 700.000 600.DOO 600 000 500.000 

l 000.000 900.000 800.000 700 000 600.000 600,000 500 000 

1"200000 I 080 000 960.000 S,,0000 nil 000 720.DOO 600 000 

l 2DO.OOO 1000000 960 000 8'!0 000 no.ooo no000 !<)II 000 

l l00.000 1.0<!0,000 960 000 640000 11.0000 11.0 000 600.000 

SOpir 

u 

lS0.000 

150000 

150.000 

150 000 

ISO 000 

JOO 000 

300.000 

300.000 

J00,000 

JOO 000 

300.000 

JOO 000 

300 000 

300.000 
300.000 

300.000 

]00 000 

100000 

300 000 

300 000 

l00.000 

- 000 
400 000 

40M00 

100 000 

400.000 --400000 
400.000 

- 000 
400.000 

ZSO 000 

250 000 

250.000 

250 000 

250000 

300.000 

300000 

300.000 

300.000 

)00 000 

300 000 

lOO 000 

300.000 

J00 .000 

JOO.ODO 

300 000 

300.000 

000.000 

<00 000 

400000 



UAHG HARIAN 

HO T(MPAT TWUAH Pejabat Ne;g-..ra Pttjab•t StukbJra·I (Eselon) Stlf/Gol 

W;aUkot. 
W.akfl lh Db m tVdan V IV m n, J, P'TT SopJr 

Wallkota d1tnG'TT 

I 2 3 4 5 oll 7 • 9 10 u 12 

ii GroboQ:•n I 500.000 J..llD.000 1.200.000 I.Ol!O 000 960.000 840000 noooo 720 000 600.000 '400.000 

l2 l',l,~ionQ,n LSOOOOO s.JZOOOO U00.000 LDDOOOO 960000 840.000 720.000 720 000 600.000 <00.000 

?.) Tt91l 1.500000 1.320,000 t "?00,000 1 000.000 960 000 8'10.000 720 000 no.ooo 600 000 100.000 

l4 - 1.500.000 l.320 000 I 200.000 l 060 000 
- 000 

840000 ]'lJ) 000 ]'lJ).000 600.000 <!00.000 

1.5 Clloc..p l 500,000 1.320 000 I 200 000 I 080 000 %().000 8'10000 7VIOOO 720000 600 000 -m.ooo 
Z6 8aQno 1500000 l.320 000 1.200.000 1.0S0000 960.000 8-40,000 720,000 720,000 600.000 400.000 

'l1 B;myumos 1.500.000 l .320000 1 200.000 10110 000 960 000 840 000 '72Jl000 720000 &00.000 iOOOOO 

ZS 90tUMn<9>,. l 500 000 1.no.000 I 200 000 I 0110 000 960 000 e40 000 720000 1ZOOOO 600000 100.000 

29 Putbaftn901 l .S00.000 l.320 000 l.200000 1 080.000 960000 840.000 720,000 720.000 600.000 '400,000 

C Provlm' 01 Yo0ya1t,uu 

I Y09y,,.rt> 1.500.000 I 320 000 I 1;00.000 1.oso.000 960000 840 000 72DOOO no.ooo 600.000 '!00.000 

l -· 1 500 000 1.320 000 1.200.000 1.080.000 960 000 1140 000 noooo no.ooo j;00,000 100.000 

3 ~-Progo 1.500.000 J.120000 1.~o ooo LOII0.000 960.000 8-iO 000 720.000 no.ooo 600.000 '!00000 

4 GununQ KidiJI I 500 000 1.)20.000 1.200.000 LDa0.000 960 000 840 000 720000 720.000 600.000 400.000 

5 S.IIWI 1.500000 I 320,000 I 200.000 1.080.000 960,000 840.000 720.000 720,000 600 000 "00000 

D Pn,vin.sl Jawa Barat 

1 l"'"'"'"YU LS00.000 1.320.000 1.200.000 1.080.000 960.000 llAO 000 720.000 720.000 600.000 <00.000 

2 Cl"°°" l.500.000 l . 320,000 1.200 000 I (>80.000 960 000 840000 720000 720.000 600.000 ..00.000 

] 11'.lfiWIIIIII 1.500.000 1.320000 I 200.000 l ,0&0.000 960 000 840.000 720000 720000 600 000 -400000 

4 l(u;ninQ.an l .500000 l.llll 000 1.100 O()(J l 080 000 960.000 840000 720.000 720.000 600.000 100000 

5 M"),tl<n9icA I.S00000 1.320.000 1.200 000 l O&O 000 960 000 .., Ol)O 720,000 720000 600000 «JO 000 

6 Pvnflbn:» I 500 000 1.320 000 1200.000 I 080.000 960.000 840.000 720.000 720.000 600.000 -<00.000 

7 $ubiiri9 l 500.000 1320.000 1.200.000 1..oao.000 960.000 840,000 720000 720000 600.000 400.000 

8 """"' I S00 000 1.320.000 uooooo 1,080.000 960 000 840.000 720000 720.000 600.000 400000 

g T,s:ikrtially1 I 500.000 1,320.000 i.200.000 1.000000 960000 840,000 720.000 720 000 600 000 400000 

10 Cimlhl 1.500.000 l.]ll) 000 1.200.000 1.080 000 960.000 840 ,000 720 .000 JZ0 ,000 600.000 100.000 

u 81ndu"9 1.500.000 1.320 000 1.200.000 1.0&0 000 960 000 $40 000 720000 720.000 600 000 400.000 

12 Sumedang l.500.000 1J20000 1-200.000 1 oao.ooo 960 .000 840.000 720.000 720 000 600.000 -13 Suklbum• LSOO 000 1 no.ODO t :00.000 Ul80000 960 000 840 000 720000 720.000 600.000 400.000 

14 GoNL LS00,000 1,320 000 1 200.000 l.080.000 960,000 &40 ,000 720.000 720 000 600 000 400000 

15 0a1\fUr 1.500.000 l .320.000 1.200.000 l.080.000 960.000 840 ,000 7ZOOOO JZ0,000 600.000 400 000 

16 6<...t I 500.000 Ll20.000 l.200 000 1.080 000 960 000 $40 000 120,000 720.000 600 000 -400.000 

17 8o9<>< I 500.000 l 320.000 1.200.000 1 oao.ooo 960 000 8<0.000 720000 720.000 600 000 400 000 

18 [)<pole LSOO 000 1.no.000 1.100 000 1,080.000 960 000 1140 000 720.000 720 000 600 000 
- 000 

E PrO\IIMI .hnlen 

I i..tw, 1500.000 1.320.000 l.200.000 1,080000 960.000 840 000 720 000 7ll),000 600.000 -400.000 

2 PIM<i<9!0119 I 500 000 l.320.000 1200.000 1,oao 000 960 000 8'IO 000 120.000 720.000 600 000 -400 000 

3 s.r.,09 1 500 000 1.Jll).000 l.200000 l ,OII0.000 960 000 840 000 720000 720000 600.000 400 000 

4 Ti'rt9ere09 l.500.000 1.320.000 1.200.000 I OIIO 000 960.000 840.000 720.000 noooo 600 000 400 000 

5 Clleg<>n I 500.000 l.320 000 1.200 000 t.Ot10.000 960.000 840.000 720.000 7ZO,OOO 6QO.QOO 
- 000 

F P<oplnJI OKI Jallltiu 

.lak>it> 1700.000 LSOO 000 l.llfOOOOO 1300.000 I 200 000 1100.000 I 000 000 900 000 eoo.ooo 500 000 

G 
ProvlNI Luar- PulalJ 
JD/I 

I ~oe ACdt Din.1ml.1r 1.500000 2.000 000 1.eoo 000 l.700.000 1.soo.000 l.300.000 1.200.000 l.000000 eoo.000 600 000 

2 SUmatra Ut:al'l 2.500.000 2000000 uooooo 1700.000 I 500,000 L300 000 l.200.000 I 000.000 I00.000 r.oo 000 

J RIIU 2.500000 2.000.000 uooooo 1.700,000 t.500.DOO 1]00000 I 200.000 I 000.000 BOO 000 600 000 

4 Kepul,u.an A.llu 2.500.000 2.000 000 1 eoo ooo 1700.000 l.500.000 1.100.000 lZOOOOO 1.000.000 BOO.COO 600 000 

5 - 2.500 000 2.000 000 1 aoo.ooo I 700,000 1.500.000 l JOO 000 1.200.000 [000.000 aoo.ooo 600 000 

6 sumnu1a.m 1.500 000 :tooo.ooo 1800 000 1.700 000 1.500.000 l.300.000 l.200 000 l 000.000 8001>QO 6110.000 

7 SWN:\AI Selatan 2.500.l>QO 2 000.000 1800.000 1.700 000 l 500,000 1.300000 1.200.000 l 000.000 tl00,000 600.000 

8 l..f!npu"I) 2..500 000 l 000 000 t.800.000 1.700 000 I 500.000 uooooo 1.20G 000 I 000,000 II00,000 !00,000 

g B,,ngkulu ?.S00.000 2.000 000 1.800000 1700 000 1.500.000 1.300,000 1.200 000 L000.000 800.000 600000 

10 Blnglel Sclll\lll'I 2.S00 000 zooo 000 U00000 L700.000 l.500000 l.lOOOOO 1.200.000 1~000,000 800.000 600AIOO 

II 8"11 i.sooooo :!:.000 000 IM0.000 1.700 000 1,500.000 l.l110,000 l.200000 1.000 000 800.000 600.000 

12 Nuu "TffiQOMI ~l l.500 000 2.000.000 uooooo I 700.000 I 500 000 1300000 I 200000 1.000.000 1100.000 600,000 
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UANGHAAJAN 

NO TEMPAT TUlUAN Pe:ja.t>at Negara Pejabat Stuktunil (E"selon) staf/Gol 

W•llkota 
Wiildl Ua l1 b l1l IV d.an V JV Ill 

~ J, PTT Sopir 
Watlkota dan G1T 

1 2 3 4 s 6 1 • g 10 11 u 
13 Nus.a Tenggara Timu, 2.soo.000 2 000.000 , .sooooo J.700.000 I 500 000 1 300 000 U00.000 1.000.000 800,000 600.000 

14 Kallmaiinu..n Barat 2 SOO 000 2000.000 1 800.000 , ,oo 000 I 500 000 I 300000 1 200.000 1.000,000 800 000 600.000 

15 IC•Jimantan Tengat, 2.soo.000 2,000.000 L800 000 1.100_000 1.500,000 l.300.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 
16 ~llman~n Se:litin 2..500.00Q 2.000.000 UIOOOOO 1.700.000 L Sll0,000 1 300.000 l 200.000 1.000.000 800.000 600000 
17 K.alirmntan Tlroor 2. S00.000 2.000.000 1.800.000 1,700.000 l 500.000 1.300.000 1200.000 I 000.000 800.000 600.000 
18 1<,1t1mant.an Utar~ 2.500.000 2.000 000 1.800.000 1.700.000 1500.000 1.300.000 I 200.000 I 000.000 800.000 600.000 
19 Si~Ut;ini 2.500.000 2.000,000 1.800.000 1.700.000 1.500.000 l.l00,000 U00.000 I 000 000 800 000 600.000 
20 Goront>lo 2.500.000 2.000.000 1-800000 1.700 000 1.500.000 1.300.000 1.200.000 1.000.000 800 000 600.000 
21 SuliW!e$1 811r•t 2,500,000 2.000.000 1.800 000 1.700.000 1.500.000 1.300.000 l.200.000 1.000.000 800 000 600 000 
22 ~Ye51$$Qn 2.S00.000 2.000.000 l ,800.000 l.700.000 l.500.000 1.300.000 1 200 000 1 000.000 800.000 600.000 
23 Sula\Yesi Tcngah 2 .SOO 000 2.000.000 1.800,000 1.700,000 1500000 L300 000 1.200.000 l 000.000 800,000 600.000 
2~ Sulawesi T cnoga.a 2 500 .000 2.000 000 1.800.000 1.700.000 1.500 000 1.300.000 1.200 000 I 000,000 800 000 600.000 
ZS M.iJU)Cl,t 2.S00.000 2,000 000 l 800 000 1.700000 1.500.000 1.300.000 l.200 000 1 000.00<) 800.000 601t000 

26 ,-.f.iJuku Utara J.500.00<) 2 0<)0,000 1 800 0<)0 1.700 000 1.500.000 1.300.000 1.200.000 1.000.000 800 000 600.000 

27 Papua 2.5'>0.000 2.000 000 I 800.000 1 700 000 1 5')0.000 1.300.000 1.200.000 1.000.000 800 000 600.000 
28 lrUJ'I BMll 2.500.000 2.000 000 1800.000 1.700 000 l S00.000 l.300.0<)0 1.20<) 000 1.000 000 800,0<)0 600.000 

WAKIL WAUKOTA M.ADIUN, 

ttd 

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum. 



NO TEMPAT TUJUAN 

1 2 ,. P,ovmsl l■w1 Timur 

I Ng;rwt 

2 ~· 
3 Pono<ogO 

4 Ng""]UI< 

s Pacltan 

6 TrenQ!llllek 

1 TulungaguOQ 

8 Kedl" 

9 Bojonegon, 

10 Tuhan 

11 &ltilr 

12 Jomb.,09 

13 Mo]Oi,.(!flO 

!➔ lllrn:,ngan 

15 Geel~ 

16 5u,.t,oya 

17 Sldaarp 

18 Pllil,JI\IAn 

19 M•l•no 
21) Batu 

21 t.umaiano 

22 -23 SibJbO<ldo 

24 Bor,dowo<o 

25 Probol1ng,go 

26 S.ny.-ng, 

27 SompaOQ 

2S 8a!191a11an 

29 P1melol5an 

30 Sun-

B ProvhW Jawa Tengah 

1 S<ll!len 

2 Wonoglri 

3 Solo 

4 l{aranganyar 

s Boyolafi 

6 T - uno 
1 Wonosobo 

8 Klll!ffl 

LAMP!RAN V · PERA1URAN WAUKOTA MAOIUN 
NOMOR. 15 TAHUN 2017 
TANGGAL 24 Juli 2017 

BIAVA PENGlNAPAN 

BIAVA PENGINAPAN 

P<jabltl N<9an, PcJ-..b.t·t Struktur-.1 Staf/ Gol 

Golll, 1, 
Walrll 

Wallkota 
OPRDd■n &elonlY PTT, belonlll Gol lY Gol 111 Wallltota £s-,lon n d•nV Pegawal 

BUID 
Blntano V BlntangV 81-nglV Blntall!I Ill Blntang Ill Btnta.ng n 8 it1tang D Bmtano I 

Suite De!ua Ddux Delux Standar Sttindtr Standat Standn 

3 4 5 6 7 8 9 10 

HOOOOO 'I -l00.000 IJ59.000 841.000 -m.ooo 499.000 -199.000 329.000 

4.400.000 4.400.000 l.3S9.000 841 000 '199.000 "99000 '199000 329,000 

4.'100.000 4.400.000 1.359.000 8'11 000 i99.000 '199,000 '!9!1.000 32!1.000 

4.400.000 4 -!00,000 1-359.000 841.000 4!19.000 4!19.000 -199.000 :Jl!l.000 

4.400.000 4 <I00.000 I.JS9000 841000 499.000 4!19.000 499.000 329.000 

4.'I00.000 4.<I00.000 1..359.000 841.000 -199.000 '199.000 ➔99.000 3Z9.000 

4400.000 4.'I00.000 1.359.000 841.000 '199.000 499.000 499.000 329.000 

q 400.000 4,400.000 1.359.000 841.000 499.000 499,000 i99.000 329.000 

q ,;oo.JJOO 4.'I00.000 US9.000 841.000 m.ooo '199,000 499.000 329.000 

4.<I00.000 4.'I00.000 J.359.000 841.000 '199,000 '199.000 499.000 329.000 

4.400.000 4,400.000 U59.000 841.000 '199.000 199.000 '199,000 329.000 

4AOO,0OO ➔.400.000 1.359.000 8'1!.000 ➔99.000 '!911.000 '199.000 329.000 

4.'I00.000 4. 'l00.000 1.359.000 ~1.000 199.000 m.ooo mooo 'JZ!l.000 

4,'I00.000 ◄.'I00.000 US9.000 841J>OO '199,000 '199.000 499.000 .329.000 

4.'I00.000 ➔.'!00.000 1.359.000 &'1!.000 -199.000 <199,000 '199,000 329.000 

4.400.000 4.400.000 1.359.000 8'11.000 499.000 499.000 -199.000 329.000 

4<!00.000 1-IOO 000 L3S9.000 1111.000 499.000 499.000 mooo J2!1.000 

4.'100.000 4.'100.000 1-359..000 8'!1,000 499.000 499.000 499.000 319.000 

4.400.000 4.400.000 1..359.000 8'11.000 499.000 499.000 499.000 319.000 

4.400.000 4 -I00.000 L3S9.000 &U.000 '199.000 "99.000 499.000 J29.0d0 

4.'100.000 4.'I00.000 1..359,000 8'11.000 499.000 499.000 499000 329.000 

4.400.000 4 400.000 1-359.000 841,000 '199,000 -199.000 499.000 329.000 

4,'I00.000 • 'I00.000 L3S9.000 &11.000 499.000 "99.000 499.000 329.000 

4.400.000 4.-100.000 1.359.000 8'11.000 499.000 '199.000 "99.000 329,000 

1.S00.000 4.•100.000 1.359.000 8'11.000 499.000 -199.000 -l99.000 329.000 

4.S00.000 4.-100.000 L3S9.000 841.000 499.000 •199.000 499.000 329.000 

4.,00.000 4.400.000 1.359.000 841.000 499.000 -199,000 499,000 329.000 

4.S00.000 4,400.000 1..359.000 8'11000 '199.000 499.000 499.JlOO 329.000 

4.400.000 M00.000 L3S9.000 8'11.000 499.000 <199.000 m.ooo .329.000 

• 'i00.000 4.-100000 1.359.000 1111-000 ➔99.000 499.000 499.000 329.000 

4.146000 4. 146.000 1.➔78.000 1,024.000 497.000 497.000 'l'JJOOO 350.000 

4,146,000 4.146.000 l .'178.000 Ul24.000 497.000 497.000 '197 000 350.000 

"146.000 '1.146,000 1 478.000 1.024.000 ➔97000 497.000 49i'.OOO l'J0.000 

4.1'16.000 41➔6.000 1.'178.000 t.02➔.000 497,000 497000 497.000 350.000 

U46.000 4146.000 l-'178.000 1024.000 497000 '197.000 ·197.000 350.000 

4.1'16000 4.146.000 1478,000 1.024.000 197.000 497.000 '197.000 350.000 

4.1'16.000 4,146 000 l.◄78.000 1,0H.000 497 000 497.000 497.000 lS0.000 

•u46.000 U46000 1 ◄78.000 l.0NOOO 497.000 497.000 497 000 350.000 



2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1ll 

9 Maqe,l1111g 4.11'6.000 .;.146.000 1.<78.000 1.024 000 '197.000 -197.000 497.000 3SOOOO 

10 P\Jl'WOfll!JQ ~.146.000 41'16.000 1.478.000 1.024.000 497.000 497.000 '197.000 350.000 

II ~-no ➔-146.000 4.1-16.000 U78.000 1.024.000 197.000 '197.000 497.000 350,000 

12 K- 4.1-16.000 4.H6.000 1.478.000 l.()2•1.000 497.000 -197.000 "97.000 350.000 

13 Petr•lang 4.145.000 4.1-16.000 U78.000 1.024.000 497.000 '197.000 497.000 350.000 

H Semarang 41"6.000 U'\6.000 1.478.000 1.024.000 497.000 '197.000 497.000 350.000 
15 8lora U'l<i.000 4.146.000 1.478.000 1.024.000 -197.000 497.000 497.000 350.000 
16 Pod 4.146.000 4.1"6.000 1.'178.000 1.024.000 497.000 497.000 497 000 JS0.000 

17 Kendal 4.146.000 ~ 146.000 1.478000 L024.000 497.000 497.000 497.000 350.000 
18 Kll<M 4.146000 4.1'46.000 1.478.000 1.024.000 497.000 497 000 497.000 3S0.000 
19 Oomak 4 146.000 4.1'16.000 1.478.000 1.024.000 497.000 497.000 497 000 JSll.000 

20 kparo 4 146.000 ... 1•16.000 1.178.000 1.024.000 497.000 497.000 497.000 350.000 
2.1 Gtcoooon 4.1'16.000 4.146.000 1.4.78.000 1.02.;.ooo 497 000 497.000 "97.000 350.000 

22 Pekalongon 4.146.000 'I.M6,000 1.478.000 1.024.000 497.000 '197.000 497.000 3S0.000 

23 Teo,,l 4.1'16.000 4,1-16.000 1478.000 1.024.000 497.000 -m.ooo '197.000 350.000 

24 - 4.146.000 •.1-16 000 l.478.000 1.02•.000 '197 000 497.000 497000 350.000 

2S Olacap U'l6.000 4.1'16.000 l 478.000 1.024.000 -'197.000 497.000 497.000 350.000 

26 6alanQ 4.1'16.000 4.1'16.000 1478.000 l.024.000 497000 4117.000 '197.000 350.000 
27 B.lnyutms 4.146.000 4.146.DOO 1.478.DOO l 024.000 497000 497.000 497 000 350.000 

28 BanJameuara 4.H6.000 4.146.000 U78.000 1.024.000 497.000 497.000 -197 000 lS0.000 

29 Pl,rbalingg., 4.146.000 4.146.000 I <178.000 1.024.000 497,000 -197000 497,000 JS0,000 

C Pn>vtn:1l Y09yakarta 

I Yogy1to,rta 4,620.000 4.620.000 1.3)';.000 747.000 629,000 629.000 629.000 '161.000 

2 5leman ➔.620.000 4.620.000 l.334.000 747.000 629.000 629.000 629.000 461,000 

J ~ulonl'>OQO 4.620.000 4.610.000 1.334.000 747,000 629.000 629.000 629.000 -461.000 

4 Gun1.1nQICldul 4.620,000 •.610.000 1..n~.000 747.000 629.000 629.000 629000 461,000 

5 8antuJ 4.62.0.000 4.620.000 133'1.000 747.000 629.000 629.000 629.000 '161.000 

0 ProvfntJ .la~ 81,.t. 

I 1"drama~u 3.664.000 J.664.000 1.75.l.OOO 949.000 515.000 515.000 515.000 463.000 

2 c,rebon J.W!.000 3.664.000 1,753.000 9'19.000 515.000 SLS.000 SIS.ODO "63.000 

3 Konrwano 3,664.000 3.664.000 1.7S3.000 9'19.000 515.000 515.000 SIS.000 '163000 

4 KunJnoan 3.66<1.000 3.664.000 1.75.l.OOO 949.000 s1s.000 SJS.000 SIS.000 463.000 

5 M•J<llenglta 3.664.000 3.664,000 J.753.000 9'19.000 515.000 515.000 515.000 463.000 

0 f'llrwalalrla J.664.000 J.lio-4.000 1.753.000 9'19.000 S15.000 SIS.000 515.000 'l63.000 

7 S<Joonv 3.664.000 3,664.000 1.753,000 949.000 SIS.ODO S15.000 515.000 463.000 

8 COO>S 3.6&LOOO 3.664.000 l.7S3.000 949.000 515.000 515.000 S15.000 463.000 

9 T°"kmalaya 3.66'1.000 3.66➔.000 1.~.000 9'19000 515.000 515.000 515.000 '!63.000 

10 Cimahl 3.664.000 3.664.000 l,75.l.000 9;9.000 SIS.000 515.000 515.000 463.000 

ll Bandung 3.664.000 3.6&1.000 1.753.000 9'19.000 515 000 515.000 515.000 463.000 

u SumedanQ 3.664.000 JB,1.000 t 753.000 949.000 515.000 S15.000 515.000 463.000 

13 SUlolb<mil 3~,000 3.66-4.000 1.753.000 949.000 515.000 SIS.000 S15.000 463.000 

14 G.lrut 3.664.000 3.66-1.000 1.753.000 949.000 515.000 51S.000 515.000 "63.000 

15 OanJIJf 3.664.000 3.664.000 1.753.000 949.000 515.000 515.000 S15.000 '463.000 

16 8ekff1 3.f!6.l,OOO 3.66-1,000 L7SJ,000 949.000 51S.000 515~0 SIS.000 "63.o..no 

17 Sc)go• 3.664.000 J.66-1.000 L753.000 949.000 S15.000 SIS.ODO SIS.COO 463.000 

18 Oepolc 3.ISM.000 3.664.000 1.753.000 949.000 515.000 515.000 515.000 463.000 

E Prowlul Banten 

I Lebok J.808.-000 3.!08.000 1.~30.000 t.02~.000 797.000 m.ooo 197.000 'I00.000 

2 Paodeqlang 3.808.000 3.!308.000 1.430.000 1.024.000 797 000 797.000 797,000 '100.000 

3 Serang 3.808.000 3.808.000 l.'130.000 1.024.000 797.000 797.000 797.000 400.000 



1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 

4 T o.-,gerang 3.808.000 3.808.000 1.430.000 1.024.000 797.000 797.000 797.000 400.000 

5 Olegon 3.808.000 3.808.000 1 430.000 1.024.000 797.000 797.000 797,000 '1()0,000 

F Provlnsi DKl Jakarta 

JaJouto 8.720.000 8.720.000 1,086.000 800.000 610.000 610.000 610.000 'I00.000 

G Provln.si LUar Pulau Jawa 

1 Nanggroe Awl oaru.s.i.m 'I. 4li) .000 4.120.000 1.308.000 I 080.000 410.000 410.000 410.000 370.000 

2 Sumatra Urara 4.960.000 4.960.000 1214.000 703.000 505.000 505.000 S0S.000 310.000 

J R>au 3.817.000 3.817.000 1.168.000 868.000 450 000 450.000 450.000 380.000 

4 Kepurauan Fbau 4.275.000 4.275.000 L285,000 650.000 S02.000 502.000 502.000 280.000 

5 Jairl,I 4.000.000 4.000.000 1.176.000 697.000 382.000 382.000 382.000 290.000 

6 SUmatraBam 4 2'IO.OOO 4,2'!0.000 1.155.000 884.000 477 000 477,000 477.000 370.000 

7 SUrmtra Setata.n 4.680.000 4.680,000 1.228.000 605.000 514.000 514,000 514.000 310.000 

8 lampung 3.96().000 3.960.000 l 299.000 790.000 374.000 374.000 374.000 356.000 

9 !leflgkulu 1.300.000 I.J00.000 790.000 712.000 599.000 599.000 599.000 510.000 

10 BanQl<a 6ektung 3.335.000 3.335.000 1.310.000 850.000 533000 533.000 SJJ.000 304.000 

11 Ba~ 4.881.000 4.881.000 l.810.000 l.304.000 904.000 004.000 004.000 658.000 

12 Nus,, Teng9a,a llam 3.429.000 3.429.000 2.138.000 737.000 5'!0.000 5'!0.000 S'I0.000 360.000 

13 Nusa Tenggara Timur 3.000.000 3.000.000 1.000.000 700.000 662.000 662.000 662.000 400.000 

14 /1,:at,manr.an Barat 2.400,000 2.400.000 1.130.000 l!oo.000 430.000 430.000 430.000 361.000 

15 l<alimantan T engah 3.000.000 3.000.000 l.596.000 923.000 558.000 558.000 S58.000 436.000 

16 l(.at,mantan Selatan 4.250.000 4.25().000 1 679.000 816.000 500.000 500.000 500.000 379.000 

17 Katimantan TirTaJr 4.000.000 4.000.000 3.021.000 J.596.000 550.000 550.000 550.000 450.000 

18 Sula'IVeli UtaQ 3.200.000 3.200.000 1.553.000 6'10.000 S49.000 549.000 5'19.000 342.000 

19 Goronl>lo LJ20.-000 1.320.000 1.13'1.000 910.000 423.000 423.000 423.000 2•!0,000 

20 Sulawesi earat l.260.000 1.260.000 1,030.000 910.000 425 000 425.000 425.000 360.000 

21 Sulawesi Selat.an ➔.820.000 4.820.000 1.912.000 968.000 539.000 539.000 539.000 378.000 

22 Suiawe,,Tengah 2.030.000 2.030.000 1,298.000 894.000 493.000 493.000 493.000 389.000 

23 Sul-,i TOJ1ggara 1,850.000 l.850.000 1.070.000 802.000 <188.000 488000 488.000 420.000 

ZS Malulw 3.000.000 3.000.000 1.030.000 680.000 S45.000 S45.000 545.000 414.000 

2S Malul<u Utara 3.ll0.000 3.110.000 1.512.000 600.000 478.000 478.000 478.000 3$0.000 

26 Papua 2.850.000 2.850.000 1.668.000 754.000 %0.000 'l<i0.000 <!60.000 414000 

27 lrw'I Baral 2.750.000 2.750.000 1.482.000 976.000 798.000 798.000 798.000 3?0.000 

WAKIL WAUKOTA MAOIUN, 

ttd 

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum. 



LAMPIRAN VI : PERA11JRAN WAUKOTA MAOIUN 
NOMOR 1 5 TAHUN 2017 
TANGGAL • 2 4 Juli 2017 

DAFTAR BESARAN UANG REPRESENTASI 

BESARAN UANG REJ>RESENTASI 

NO KOTATUJUAN 
Pejabat Negara Ketua DPRD 

dan WakD Ketua Anggota OPRD 

Wallkota 
Wakll Sekretarls DPRO dan Eselon Ilb 

Walikota Oaerah 

1 2 3 4 5 6 6 

A Provins! Jawa Timur 

I Ngaw1 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

2 Magetan 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

3 Pono,ogo 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

~ Padtan 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

5 Nganjuk 250.000 250.000 J50.000 150.000 150.000 

6 Trenggalek 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

7 Tulungagung 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

8 Kedfrl 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

9 Blltar 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

10 Jombang 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

11 MoJokerto 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

12 Bojonegoro 250.000 250.000 150.000 150,000 150.000 

13 Tubiln 250.000 250.000 150.000 150.000 150,000 

14 t.amongan 250.000 250.000 150.000 t50.000 150.000 

15 Gresik 250.000 250.000 JS0.000 15().000 150.000 

16 Surabaya 250.000 250,000 150.000 150,000 150.000 

17 Sldoarjo 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

18 pa.suruan 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

19 Malang 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

20 Batu 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

21 Lumajang 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

22 Jember 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

23 Situbondo 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

2'1 Bondowoso 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

25 Probollnggo 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

26 Banyuwangl 250.000 250,000 150.000 150.000 150.000 

17 Sampang 250.000 250,000 150.000 150.000 150.000 

28 Bangkalan 250.000 250.000 ISO.ODO 150.000 150.000 

29 Pamekasan 250.000 250.000 1s0.000 150.000 150.000 

30 Sumenep 250,000 250.000 ISO.ODO 150.000 150.000 

8 Provins! Jawa Tengah 

1 Sragen 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

2 Wonoglrl 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 
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1 2 3 4 5 6 6 

3 Solo 250.000 250,000 150.000 150.000 150.000 

4 Karanganyar 250.000 250,000 150.000 150.000 150.000 

5 Boyolall 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

6 Temanggung 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

7 Wonosobo 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

8 Klaten 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

9 Magelang 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

10 Purworeio 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

11 Rembang 250.000 250.000 150,000 150.000 150.000 

12 Kebumen 250.000 250.000 150.000 150.000 150,000 

13 Pemalang 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

14 Semarang 250.000 250.000 150.000 150.000 150,000 

15 Blora 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

16 Pali 250.000 250,000 150.000 150.000 150,000 

17 Kendal 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

18 Kudus 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

19 Oemak 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

20 Jepara 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

21 Grobogan 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

22 Pekalongan 250.000 250.000 150.000 150.000 150,000 

23 Tegal 250.000 250.000 150,000 150.000 150.000 

24 Brebes 250.000 250.000 150,000 150.000 150.000 

25 Cllacap 250.000 250.000 150.000 150.000 150,000 

26 Batang 250.000 250.000 150.000 150.000 150,000 

27 Banyumas 250.000 250.000 150,000 150,000 150.000 

28 Banjamegara 250.000 250.000 L50,000 150.000 150,000 

29 Purbilllogga 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

C Provinsi DI Yogyakarta 

1 Yogyakarta 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

2 Sleman 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

3 KulOn Progo 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

4 Gunung Kldul 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

5 Bantu! 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

D Provins! Jawa Barat 

1 lndramayu 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

2 Clrebon 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

3 Karawang 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

4 Kunlngan 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

5 Majalengka 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

6 Purwakarta 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

7 Subang 250.000 250.000 150,000 150,00Q 150.000 

8 CiamlS 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

9 Tasikmalaya 250.000 250.000 150.000 150.000 150,000 

10 amahl 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

11 Bandung 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

12 Sumeciang 250,000 250.000 150.000 150.000 150.000 

13 Sukabum, 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 
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14 Garot 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

15 Cianjur 250.000 250.000 150,000 150,000 150.000 

16 Bekasl 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

17 Bogor 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

18 OepoK 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

E Provinsi Banten 

1 L.ebak 250.000 250.000 150.000 1.50.000 150.000 

2 Pan<leglang 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

3 Serang 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

4 Tangerang 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

5 Cilegon 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

F Provins! OKI Jakarta 

Jakarta 250.000 250.000 150,000 150.000 150.000 

G Provins! Luar Jawa 

Luar Jawa 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000 

WAKIL WALIKOTA MADIUN, 

ttd 

H. SUGENG RJSMIYANTO, SH, M.Hum. 



LAMPJRAN VU: PERATURAN WALIKOTA MADIUN 
NOMOR 1$ TAHUN 2017 
TANGGAL :24 J u li 2017 

BIAVA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH 

NO Jabatan Biaya 
Biaya Angkutan Pemetian 

1 2 3 4 

l Walil<ota s.000.000 tarif sesuai kenyataan 

2 Wakil Walikota 4.500,000 tarif sesual kenyataan 

3 Sekretaris Daerah/Ketua DPRD 4,500.000 tarif sesuai kenyataan 

4 Eselon II b 3.000.000 tarif sesoai kenyataan 

5 Wakil Ketua / Anggota DPRD 3.000.000 tanf sesuai kenyataan 

6 Eselon m, rv, V dan Golongan IV 2,500.000 tanf sesuai kenyataan 

7 Staf Golongan Ill, fl, I dan Pegawai Tidak Tetap 2.000.000 tarif sesuai kenyataan 

WAKIL WAUKOTA MAOIUN, 

ttd 

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum. 



LAMPIRAN VIIl: PERATURAN WALIKOTA MADIUN 
NOMOR l § TAHUN 2017 
TANGGAL : 24 J ul i 2017 

SATUAN BIAVA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERJ 

NO TEMPAT TUJUAN BIAYATAKSI 
Satuan Biava 

1 2 3 4 
1 Aceh Orang/Kali 123.000 
2 Sumatera Utara Orang/Kali 232.000 
3 Ria u Orang/Kali 70.000 
4 Kepulauan Riau Orang/Kali 105.000 
5 Jam bi Orang/Kali 128.000 
6 Sumatera Barat Orang/Kali 192.000 
7 Sumatera Selatan Orang/Kali 124.000 
8 Lampung Orang/Kali 148.000 
9 Bengkulu Orang/Kali 92.000 
10 Bangka Belitung Orang/Kali 86.000 
11 Ban ten Orang/Kali 320.000 
12 Jawa Barat Orang/Kali 118.000 
13 D.K.I. Jakarta Orang/Kali 170.000 
14 Jawa Tengah Orang/Kali 50.000 
15 D.l. Yogjakarta Orang/Kali 141.000 
16 Jawa 17mur Orang/Kall 148.000 
17 Ba Ii Orang/Kali 160.000 
18 Nusa Tenggara Barat Orang/Kali 218.000 
19 Nusa Tenggara Timur Orang/Kali 81.000 
20 Kalimantan Barat Orang/Kall 145.000 
21 Kalimantan Tengah Orang/Kali 94.000 
22 Kalimantan Selatan Orang/Kali 141.000 
23 Kalimantan 17mur Orang/Kali 401.000 
24 Kalimantan Utara Orang/Kali 353.000 

25 Sulawesi Utara Orang/Kali 310.000 
26 Gorontalo Orang/Kali 134.000 
27 Sulawesi Barat Orang/Kali 217.000 

28 Sulawesi Selatan Orang/Kall 128.000 
29 Sulawesi Tengah Orang/Kali 151.000 

30 Sulawesi Tenggara Orang/Kali 332.000 

31 Maluku Orang/Kali 340.000 

32 Maluku Utara Orang/Kali 403.000 

33 Papua Orang/Kali 354.000 

34 Papua Barat Orang/Kali 130.000 

WAKIL WALIKOTA MADIUN, 

ttd 

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum. 



LAMPlRAN 1X PERATURAN WALIKOTA MADIUN 
NOMOR 1:; TAHUN 2017 
TANGGAL :24 J ul i 2017 

SATUAN BIAVA SEWA KENDARAAN DALAM KOTA 

NO TEMPATTUJUAN BIAVA SEWA KENDARAAN 

Satuan Roda4 

1 2 3 s 
1 Aceh Per hari 3.500.000 
2 Sumatera Utara Per hart 3.500.000 
3 R la u Per harr 3.500.000 
4 Kepulauan Rlau Per hari 3.500.000 
5 Jamb r Per hari 3.500.000 
6 Sumatera Barat Per hari 3.500.000 
7 Sumatera Selatan Per hari 3.500.000 
8 Lampung Per hari 3.500.000 
9 Bengkulu Per hari 3.500.000 
10 Bangka Belitung Per han 3.500.000 
11 Banten Per han 3.500.000 
12 Jawa Barat Per harl 3.500.000 
13 D.K. I. Jakarta Per hari 3.500.000 
14 Jawa Tengah Per hari 3.500.000 
15 D.I. YoQJakarta Per hari 3.500.000 
16 Jawa limur Per hari 3.500.000 
17 Ba 11 Per hari 3.500.000 
18 Nusa Tenggara Barat Per hari 3.500.000 
19 Nusa Tenggara Timur Per hari 3.500.000 
20 Kalimantan Barat Per hari 3.500.000 
21 Kalimantan Tengah Per hari 3.500.000 
22 Kalimantan Selatan Per han 3.500.000 
23 Kalimantan Timur Per hari 3.500.000 
24 Kahmantan Utara Per hari 3.500.000 
25 Sulawesi Utara Per hari 3.500.000 
26 Gorontalo Per hari 3.500.000 
27 Sulawesi Barat Per hari 3.500.000 
28 Sulawesi Selatan Per han 3.500.000 
29 Sulawesi Tengah Per hart 3.500.000 
30 Sulawesi Tenggara Per hart 3.500.000 
31 Maluku Per hari 3.500.000 
32 Maluku Utara Per hari 3.500.000 
33 Papua Per hart 3.500.000 
34 Paoua Barat Per hari 3.500.000 

WAKJL WALIKOTA MADIUN, 

ttd 

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum. 



LAMPIRAN X PERATURAN WAUKOTA MADIUN 
NOMOR 15 TAHUN 2017 
TANGGAL : 24 Juli 201 1 

A. BENTUK DAN SUSUNAN SURAT PERINTAH TUGAS. 

Dasar 

Kepada 

PEMERINTAH KOTA MADIUN 
NAMA SKPD 

Ala mat. .................................................... . 
Telepon ..................... Fax ................... .. 

Website http://www.madiunkota.go.ld 

SURAT PERINTAH TUGAS 

NOMOR ............ / ........... / ........... / ......... .. 

l. Nama 
Pangk.at/gol 
NIP 
Jabatan 

2. Nama 
Pangkat/gol 
NlP 
Jabatan 

MEMERINTAHKAN: 

. . . ..................................................... . 

. . ..................................................... . 

. . ..................................................... . 

. . ................................................... .. . 

. . ..................................................... . . . . .................................. ' ................... . 
Untuk 1. ..................................................................... .. 

2. . ..................................................................... . 
3. . .................................... ~- ............................... . 

Ditetapkan di Madiun 
pada tanggal ......................... . 

PEJABAT PEMBERI PERINTAH 

NAMA 



- 2 -

Surat Penntah Tugas No. 

No Tanggal Pelaksanaan Tugas Instansi yang dituju Tanda Tangan dan 
stempel 

1 2 3 4 
Kepala ......... 

1 Tgl. .... sd ......... Stempel* 

Nama 
NIP 

Kepala ......... 

2 Tgl. .... sd ......... Stempel* 

Nama 
NIP 

Kepala ......... 

3 Tgf. .... sd ......... Stempel* 

Nama 
NIP 

Kepala ......... 

4 Tgl. ... .sd ......... Stempel"' 

Nama 
NIP 

Ditetapkan di Madiun 
pad a tanggal ........................ . 

PEJABAT PEMBERI PERINTAH 

NAMA 
Keterangan: 
a apablla ada stempel, apabila tldak ada cukup dltandatanganl oleh lnstansl/orang yang dlkunjungl 



- 3 . 

B. BENTUK DAN SUSUNAN DAFTAR BIAVA PENERIMAAN TRANSPORTASI 

DAFTAR PENERIMAAN BIAYATRANSPORTASI 

No Nama Jabatan 

1 2 3 

1. 
2. 
3. 

dst 

Jumlah 

Setuju dibayar PNKPA 

Nama PNKPA 
NIP PA/KPA 

Jumlah Biaya 
Gal 

harl Transportasi 
4 s 

Mengetahul PPTK 

Nama PPTK 
NIP PPTK 

6 

Jumlah 
Tanda 
Tangan 

7=5x6 8 

Lunas dlbayar,tgl 

Nama bendahara 
NIP bendahara 



- 4 -

C. BENTUK DAN SUSUNAN DAFTAR HADIR 

No. 

1. 
2. 
3. 

dst. 

Hari 

Tanggal 

Waktu 

Tempat 

Acara 

Nama 

DAFTAR HADIR 

...................................................................... ' ...... . 

.............................................................................. 

..................................... ' ....................................... . 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

Jabatan/ 
Pangkat Instansl Tanda 

Tangan 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

PEJABAT PEMBERI PERINTAH 

NAMA PEJABAT 
Pangkat 

NIP. 

WAKIL WALIKOTA MADIUN, 

ttd 

H. SUGENG RJSMIYANTO, SH, M.Hum. 



LAMPIRAN XI : PERAllJRAN WAUKOTA MADIUN 
NOMOR 1 5 TAHUN 2017 
TANGGAL : 24 JuU. 20 17 

A. BENTUK DAN SUSUNAN SURAT PERINTAH TUGAS. 

Dasar 

Kepada 

PEMERINTAH KOTA MADIUN 
NAMA SKPD 

Ala mat .•...•....••••.•. ••.•••••••••••.•.•.••••..•.•....•.•.. 
Telepon ..................... Fax .................... . 

Website http://www.madiunkota.qo.id 

SURAT PERINTAH TUGAS 

NOMOR 

1. Nama 
Pangkat.jgol 
NIP 
Jabatan 

2. Nama 
Pangkat/gol 
NIP 
Jabacan 

./ ........... / ......... / .......... . 

MEMERINTAHKAN: 

• ♦ O • o • • ♦♦ o o O o • o • • o ♦•I ♦ o ♦ • o oo o o o • oo • • o oo • o • • oo • ♦ • • • • •• • •♦ 

. . .................................................... --

. . . ..................................................... . 

. . ..................................................... . 

Untuk 1. ...................................................................... . 
2, o o o O ♦ o 00 O♦♦O ♦ ♦♦• O 0000 O O O 00 O O O♦ O o o o o oo I ♦ o o O o O O O ♦♦ o ♦ 00 o O O O o o o O O 00 0 00 0 ♦♦ O o 

3. . ..................................................................... . 

Ditetapkan di Madiun 
pada tanggal ......................... . 

PEJABAT PEMBERI PERINTAH 

NAMA 



B. BENTUK DAN SUSUNAN SURAT PERINTAH PElUALANAN DINAS 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

PEMERINTAH KOTA MADIUN 
NAMA SKPD 

A1amat ..•.•.....••..•...........................•.•.•.••... 
Telepon ..................... Fax .................... . 

Website htto://www.madlunkota.qo.Jd 

------ Lembar ke 
Kode No . . . . . ... . ... .. . . ... . ... ... . .. 
Nomor: .......................... . 

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS 

(SP PD) 

Pejabat yang memberi perintah Jabatan yang memberi perintah 

Nama Pegawai yang dlperlntah 

a. Pangkat dan Golongan menurut 
PP No. 6 Tahun 1997 

b. Jabatan 
c. Ttngkat menurut peraturan 

perjalanan 

Maksud Perjalanan Dinas 

Alat angkut yang dipergunakan 

a. Tempat berangkat 

b. Tempat tujuan 
a. Lamanya Perjalanan Dlnas 
b. Tanggal berangkat 
c. Tanggal harus kemball 

Pengikut 

Pembebanan Anggaran 
a. Instansl 
b. Mata Anggaran 

Keterangan lain-lain 

Dlk.eluarkan d1 : ....................... . 
pada tanggal 
PEJABAT PEMBERI PERINTAH 

1'11A"'A 
Pangkat 
NIP 



SPPD No. 

I. llba di 
Paqa tanggal 
Kepala 

II. Tlba di 
Pada tanggal 
Kepala 

ill Tlba di 
Pada tanggal 
Kepala 

V. CATATAN LAIN-LAIN 

Berangkat dari 
(tempat kedudukan) 
Pada tanggal 
Ke 

Berangkat dari 
Ke 
Pada tanggal 
Kepala 

Berangkat dari 
Ke 
Pada tanggal 
Kepala 

Berangkat dari 
Ke 
Pada tanggal 
Kepala 

IV. Tlba kemball di : 

. . . .. . . . .. .. . . .. . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. .. . . . . 

Pada tanggal : ................................................... . 
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa 
perjalanan tersebut diatas benar dllakukan at.as 
perintahnya dan semata-mata untuk kepentlngan 
jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. 

PEJABAT PEMBER! PERJNTAH 

NAMA 
Pangkat 
NIP 

VI. PERHATIAN 
Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan 
dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan 
bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apablla 
Negara mendapat rugi aklbat kesalahan, kealpaannya. 



-
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C. BENTUK DAFTAR PENERIMAAN UANG SPPD 

DAFTAR PENERIMAAN UANG SPPD 

Blaya Transport 
No 

l 

l. 
2. 
3. 
dst 

Nama Jabatan Gol 

2 3 4 

Jumlah 

Setuju dlbayar PA/KPA 

Nama PA/KPA 
NJP PA/KPA 

BBM 

5 

Transport 

6 

uang Bfaya 
Harlan Penglnapan 

7 8 

I 

Mengetahul PPTK 

Nama PPTK 
NIP PPTK 

Uang 
Represent.asi 

9 

• 

Lain-lain Jumlah 

10 11-5+6+7+8 
+9 

Lunas dlbayar,tgl 

Nama Bendahara 
NIP Bendahara 

• 

Tanda 
Tangan 

10 
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D. BENTUK DAN SUSUNAN DAFTAR PENGELUARAN RIIL 

PEMERINTAH KOTA MADIUN 
NAMA SKPD 

Alamat. .................................................... . 
Telepon ..................... Fax .................... . 

Website http://www.madiunkota.go.id 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK(SPTM) 
DAFTAR PENGELUARAN RIIL 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama . ...................................................................................................... . 
NIP . .......... ..................•....................•..................................................... 
Jabatan ....................................................................................................... . 

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor ............. tanggal ........... .. 
dengan lni kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 
1. Biaya transpotasi pegawai di bawah ini tidak dapat diperoleh bukti-bukti 

pengeluaran, meliputi : 

No Uraian Jumlah 

Jumlah 

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk 
pelal<sanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat 
kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke 
rekening kas umum daerah. 

Demikian pemyataan ini kami buat dengan sebenamya untuk dipergunakan 
sebagaimana rnestinya. 

Mengetahui/menyetujui 
Kepala SKPD 

Nama 
Pangkat 
NIP 

Ternpat, tanggal, bulan, tahun 
Pelal<sana SPPD 

Narna 
Pangkat 
NIP 

WAKIL WAUKOTA MADIUN, 

ttd 

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum. 


